SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan
pembangunan yang berkulaitas dan bersinergi dengan
perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan
pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana
Kerja Pemerintah;

b. bahwa untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah,
perlu disusun prioritas dan sasaran pembangunan
tahunan daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2027,

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Renana Kerja Pemerintah Darah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimabangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2027.
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Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 Tahun
2004);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2025 &8 2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2025 & 2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 2);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Malinau;

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daera.

7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 digunakan sebagai:

a. Dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun
2027;

b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum
anggaran dan prioritas plafond anggaran sementara;

c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan
daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2027;

d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pembangunan daerah hingga triwulan Il
Tahun 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah;
c. rencana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1
(satu) tahun.
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d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema,
sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional,
program prioritas, program hasil terbaik cepat,
kegiatan prioritas utama, proyek strategis Nasional
dan program Kerja prioritas nasional;

e. program strategis nasional; dan

f. kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2026.

RKPD Tahun 2027, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN,;

BAB Il : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,;

BAB I . KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH,;

BAB IV . SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH,;

BAB V - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;

BAB VI . KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH; dan

BAB VII : PENUTUP.

Rincian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Il
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1
Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB Il
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2027

Pasal 5
RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagai

upaya sinkronisasi perencanaan dan pembangunan dan
penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang
bergembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan
akuntabel,

Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi
pelakasanaan pada tahun berjalan yang menunjukan
adanya :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

prioroas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah, dan keuangan daerah, rencana program,
kegiatan, dan subkegiatan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa Ilebih
pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

C. perubahan...........
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c. perubahan kebijakan daerah.

Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat,

dan keadaan Iluar biasa sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah

RPIJMD ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan

perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) meliputi perubahan:

kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

target tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

prioritas pembangunan daerah;

penambahan dan/atau pengurangan program

perangkat daerah, sebagai akibat terdapat kebijakan

nasional dan/atau daerah, keadaan darurat, keadaan
luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

e. penambahan dan/ataupengurangan kegiatan, dan
subkegiatan perangkat daerah, rencana kerja dan
pendanaan daerah, mencakup program, Kkegiatan,
subkegiatan, indikator Kkinerja, pagu pendanaan,
lokasi kegiatan sertakelompok sasaran penerima
manfaat; dan/atau

f. target kinerja penyelenggaraanpemerintah daerah.

Penyusunan rancangan perubahan RKPD Tahun 2027

dimulai paling lambat pada minggu pertama bulan Juni

Tahun 2027;

Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada : a

peraturan daerah tentang RPJIJMD; dan b. Hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai dengan triwulan Il

yang dapat bersifat prognosis.

Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam sistematika perubahan

RKPD Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

oo o

Pasal 6

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kriteria :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang belum terakomodir;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat;

c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan
kerugian yang besar bagi pemerintah maupun
masyarakat;

d. dalam rangka mempercepat capaian tujuan dan
sasaran RKPD dan/atau rencana strategis (Renstra)
Perangkat Daerah;

e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas
nasional yang mendukung percepatan pembangunan
daerah; dan/atau

f. dilakukan........
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f. dilakukan jikan kegiatan dan/atau sub kegiatan yang
dilaksanakan sebelumnya  belum memberikan
keluaran yang signifikn terhadap pencapaian hasil
program.

Pasal 7
(1) perubahan RKPD Tahun 2027 dituangkan dalam

Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD
Tahun 2027.

(2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur
Kalimantan Utara melalui Kepala Badan Perncanaan Riset
dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

(3) Rancangan perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat
permohonan fasilitasi dengan melampirkan :

a. rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2027,

b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sampai
dengan triwulan Il; dan

c. daftar isian fasilitasi rancangan peraturan bupati
tentang perubahan RKPD Tahun 2027.

Pasal 8
Aparat pengawasan internal Pemerintah dilakukan reviu
terhadap RKPD Tahun 2027 dan perubahan RKPD Tahu 2027
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Rancangan peraturan bupati mengenai perubahan RKPD
Tahun 2027 ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang perubahan
RKPD Tahun 2027 berlaku atau minggu keempat bulan Juli
Tahun 2027.

Pasal 10
(1) Bupati menyampaikan  peraturan bupati tentang

perubahan RKPD Tahun 2027 beserta atriks hasil

penyempurnaan kepada Gubernur Kalimantan Utara

melalui Kepala Badan Pernacanaan Riset dan Inovasi

Daerah Kalimantan Utara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak peraturan bupati ditetapkan.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai :

a. dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat
Daerah Tahun 2027;

b. pedoman penyusunan rancangan perubahan kebijakan
umum anggaran dan perubahan prioritas plafon
anggaran sementara;

c. bahan............
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c. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan

daerah mengenai anggaran penapatan dan belanja
daerah perubahan tahun anggaran 2027; dan

d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan
Daerah Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Juli 2026.
BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 3 Juli 2026.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,
Ttd
ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026 NOMOR 14.

Salinan Sesuni dengnn Aslinyn
Kepaln Bagian Hukum Setkab. Malinau
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KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong semangat yang tinggi
untuk terus membenahi diri demi menjadi lebih baik dalam memberikan
pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau, maka
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun
2027 ini dapat disusun berdasarkan RPIJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025 -
2029.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau
Tahun 2027 ini merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan segala
keterbatasan yang ada, Pemerintah Kabupaten Malinau menyadari bahwa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 ini masih jauh
dari sempurna dan masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan, oleh karena
itu sangat diharapkan masukan yang positif dari semua pihak untuk
penyempurnaannya lebih lanjut di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran
2027, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jerih payah kita semua
mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita diberikan kekuatan lahir
batin dalam mengemban tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di

Kabupaten Malinau yang kita cintai ini.

Malinau, 3 Juli 2026
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menciptakan
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini dapat diwujudkan dengan
proses pembangunan yang mampu memaksimalkan pengelolaan sumber daya
daerah untuk kepentingan Masyarakat. Dalam mewujudkan cita-cita dan
tujuan pembangunan nasional, setiap daerah harus memiliki sikap dan garis
pembangunan yang selaras dengan pembangunan pemerintah pusat. Mendukung
hal tersebut, melalui mekanisme sistem perencanaan pembangunan nasional yang
terintegrasi dengan pembangunan daerah, diharapkan terwujud kesejahteraan
daerah yang secara simultan dapat menopang pencapaian sasaran pembangunan
nasional. Pembangunan daerah Kabupaten Malinau diprioritaskan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang
terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus utama mencakup peningkatan kualitas
sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pengembangan
infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas
antar wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Hal
ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan
masyarakat, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan
manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan. Prioritas dan fokus utama
pembangunan yang diinginkan diatas tetap memperhatikan arah kebijakan
kewilayahan sebagaimana tertuang dalam RPIMD Kabupaten Malinau tahun 2025-
2029. Untuk sektor pertanian sebagai sektor unggulan, maka pembangunan sektor
pertanian untuk ketahanan pangan di tahun 2027 diarahkan untuk mendukung
pencapaian Asta Cita Presiden melalui peningkatan produksi pangan strategis,
perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan cadangan
pangan pemerintah daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta
pengurangan wilayah rentan rawan pangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan tentang latar belakang dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Dengan ini menegaskan bahwa pemberian otonomi yang
seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Artinya secara langsung dan jelas bahwa pemberian
otonomi daerah kepada pemerintah daerah bertujuan salah satunya untuk
meningkatkan pelayanan publik dan peran serta masyarakat didaerah. Selanjutnya
sesuai pasal 263, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen
perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka
Panjang) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah) untuk jangka 5 Tahunan, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah) untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui
RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 Tahun. Begitu juga dengan
RPJIJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1
(satu) tahun. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus disusun secara
sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka
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ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau
tahun 2027 memiliki urgensi yang tinggi sebagai landasan operasional
pembangunan tahunan, yang harus didasarkan pada evaluasi capaian
pembangunan sebelumnya dan potensi daerah yang dimiliki. Capaian
pembangunan yang telah diraih, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun
lingkungan, perlu dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan
dan tantangan yang masih dihadapi. Evaluasi ini menjadi dasar untuk
menentukan prioritas pembangunan tahun 2027, serta merumuskan program dan
kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, potensi daerah Kabupaten Malinau yang kaya akan sumber daya
alam, seperti pertambangan, kehutanan, dan pariwisata, perlu dioptimalkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
RKPD 2027 harus mampu merumuskan strategi pengembangan potensi daerah
yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan
demikian, penyusunan RKPD 2027 yang berbasis pada capaian pembangunan dan
potensi daerah akan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih
baik dan berkelanjutan di Kabupaten Malinau.

RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 merupakan pelaksanaan RPJMD
pada tahun ke 2 (dua) dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan
pelaksanaan pembangunan berbagai capaian pembangunan telah dapat dilihat
dan dirasakan masyarakat Kabupaten Malinau. Capaian pembangunan ini
menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ditahun mendatang.
Sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai target pembangunan yang
diharapkan. Dengan pelaksanaan pembangunan berbagai capaian pembangunan
telah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Kabupaten Malinau. Capaian
pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan ditahun
mendatang. Dengan capaian yang sudah ada juga dapat menjadi tolak ukur dalam
mengevaluasi kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai
capaian pembangunan yang ditargetkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017. Dalam menyusun RKPD digunakan 4 (empat) pendekatan
perencanaan pembangunan yang meliputi :

1) Pendekatan teknokratik vyaitu pendekatan dalam penyusunan RKPD
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2) Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan.
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3) Pendekatan politis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menerjemahkan
visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari
kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Selanjutnya dalam penyusunan substansi RKPD Kabupaten Malinau tahun

2027 dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu

1) Holistic-tematik, perencanaan pembangunan daerah dengan
mempertimbangkan  keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan factor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya,;

2) Integrative, dalam penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan dengan menyatukan
beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan focus yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan pembangunan; dan

3) Spasial, penyusunan RKPD 2027 dilaksanakan dengan mempertimbangkan
dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tahun 2025-2029 sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan
efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. RKPD
2027 berfungsi sebagai penjabaran tahunan dari RPIJMD, menguraikan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara rinci untuk mencapai target-target
yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD
2027 akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan
selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah,
sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien dan efektif untuk
mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam penyusunan RKPD
Kabupaten Malinau tahun 2027 dilaksanakan dengan beberapa tahapan, secara
rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malinau disajikan pada
gambar sebagai berikut.

Gambar 1.1
Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Malinau

Analisis Gambaran Umum, . Perumusan Permasalahan
Penyusunan Ranwal RKPD Pengolahan D_ata Kondisi Sosial, Ekonomi, Keuangan . Pembangunan Daerah
dan Informasi Daerah, serta Evaluasi Kinerja Tahun
ol Kabupaten /

Penyusunan Rancangan RKPD Intecrasi Ronia KD :
Kabupaten Malinau Ranwal RKPD 9 / Evaluasi Ranwal RKPD
Kabupaten

Rancangan RKPD Penyelarasan Penyajian
Kabupaten Rancangan RKPD

‘

Musrenbang RKPD Kabupaten Malinau

Perumusan Rancangan Akhir RKPD Evaluasi Musrenbang
Kabupaten Malinau RKPD

Sinkronisasi Musrenbang Penyelarasan Penyajian Rancangan Akhir RKPD
Penetapan RKPD Kabupaten RKPD > Rancangan Akhir RKPD —l Kabupaten
Malinau

(
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Memahami lebih mendalam dari beberapa hal terkait penyusunan RKPD
Kabupaten Malinau Tahun 2027, bahwa penyusunan RKPD disusun untuk
menjamin Kketerkaitan dan Kkonsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan
tahunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029.
Selanjutnya, RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 akan menjadi pedoman
penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027 termasuk penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun
anggaran 2027. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga menjadi acuan dalam
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi
pembangunan tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun.
Kemudian RKPD 2027 ini diharapkan akan menjadi tolak ukur untuk menilai
capaian Kkinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program
dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan RKPD 2027 Kabupaten Malinau harus
mengimplementasikan dan melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai bagian dari
perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan dalam program dan kegiatan.
Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) guna mencapai pembangunan yang inklusif,
berkelanjutan, dan merata. Melalui inisiatif lokal, pemerintah daerah dapat
menyelaraskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan dengan prinsip-
prinsip TPB yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan
memprioritaskan pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah tidak hanya
berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga
menjamin bahwa pembangunan mampu berkelanjutan hingga dapat dinikmati
generasi mendatang. Oleh karena itu, penerapan TPB oleh pemerintah daerah
menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang holistik dan
berkesinambungan di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malinau, RKPD menjadi
urgensi dalam pelaksanaan perencanaan strategis antara dokumen perencanaan
dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program Kkegiatan
Organisasi Perangkat Daerah (PD). Dengan RKPD 2027 dalam pelaksanaan
program dan kegiatan diharapkan mampu menghasilkan capaian-capaian
pembangunan yang optimal. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau dapat
segera terwujud.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Malinau Tahun 2027 didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang

berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan agar ditambahkan peraturan perubahannya yang
terakhir yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerundangUndangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 5888) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 6841);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 172 );

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan
Anak Tidak sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 4);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 202562045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Penghirmatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Diabilitas;
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
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39. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2027.

40. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);

41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau No.5)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor
6);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 7);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Nomor 2);

44. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
8);

45. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2025 Nomor 27).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dalam hal ini Kketerkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen
perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Dalam
amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005, ruang lingkup perencanaan
pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPIJMN), Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), sejalan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat
maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Perangkat
Daerah (Renja SKPD). Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
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2004, maka keberadaan RKPD Kabupaten Malinau tahun 2026 merupakan satu
bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Malinau khususnya bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027. Keterkaitan antar dokumen
perencanaan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 1.2
Keterkaitan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan penganggaran
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: E
e Fo fom gary E E o
: . Flﬂ'lﬂi-l'lllllll ] '
RPJIP RPJM RN R
e — e el !:I . -
| Dasrah i | aeran \ RAFSD Arsp
Hahan
Fedorar Chimcid |
i ¥
Renstra | 7efemas | genga | __:___ | RKa DPA
SHPD SHPD SHPD SKPD

Sumber: UU No.25 Tahun 2004

Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan.
RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah
dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan
dalam arah pembangunan tiap lima tahun (RPJMD). Selanjutnya RPJMD
dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam
pelaksanaan RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat
terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga
diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Provinsi dan
Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja OPD dan menjadi pedoman
bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan
DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang
selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malinau.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2027 adalah
sebagai berikut:
1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029;
2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat
Daerah; dan
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
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b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun
2027, yaitu:

1.

2.

5.

6.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerah;

Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan Tahun 2027;

Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif
dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;

Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan
pemerintahan daerah; dan

Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Malinau.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Malinau Tahun 2027 sebagai berikut:

BAB |

BAB 11

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas
tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun
rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen
RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian
ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab
Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan
dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab
Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan
penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika
mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan
pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan tentang Kondisi Umum Kondisi Daerah, Aspek Geografi dan
Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan
Umum, Aspek Daya Saing Daerah. Evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.
Permasalahan pembangunan daerah berisikan tentang permasalahan
daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah, Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Bab
ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan
ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah  yang diperlukan dalam pembangunan
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BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII
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perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, yang dalam rencana
program dan kegiatan tersebut mewakil aspirasi dan kepentingan
masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berisikan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang bertujuan sebagai panduan dalam pencapaian Kinerja Tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) ataupun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

PENUTUP
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BAB Il
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Malinau terletak antara 114 35i22i sampai dengan 116 50i55ii
Bujur Timur dan 1 21i360i sampai dengan 4 10i55i Lintang Utara. Kabupaten
Malinau menjadi salah satu dari lima Kabupaten yang menjadi bagian dari
Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012
Tanggal 16 November 2012. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara
Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau oleh Tim Penegasan Batas
Daerah (TPBD) Kabupaten Malinau, maka luas wilayah Kabupaten Malinau
mencapai 38.901,83 Km2 yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi
berdasarkan bentuk relief sehingga menjadikan Malinau sebagai Kabupaten terluas
di Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah
hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang- Undang
Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian Utara Provinsi
Kalimantan Utara. Wilayah administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15
Kecamatan dan 2 Kecamatan Perwakilan yakni Kecamatan Perwakilan Long Sule
dan Kecamatan Perwakilan Malinau Utara Timur dengan 109 desa. Kabupaten
Malinau juga secara langsung berbatasan dengan negara tetangga yakni
Malaysia serta beberapa Kabupaten/Kota, tepatnya Negara Bagian Serawak di
sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah utara, Kabupaten Tana Tidung,
Berau, Kutai Timur dan Bulungan di sebelah timur, Kabupaten Mahakam Ulu
dan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur di sebelah selatan.

Dari lima belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau, Kecamatan
Kayan Hilir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Malinau yang
menyumbang 32,02% dari keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Malinau yaitu
mencapai 12.457,71 km2. Sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan
Malinau Kota, yaitu sebesar 111,56 Km?2 atau 0,29% dari keseluruhan luas
wilayah Kabupaten Malinau. Sementara itu Kecamatan Sungai Boh merupakan
Kecamatan terjauh di Kabupaten Malinau, dengan jarak 277,87 km dari ibu kota

Kabupaten.
Tabel 11.1
Luas Daerah menurut Kecamatan
di Kabupaten Malinau Tahun 2025
Persentase
Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Jlé)?slgh Jug_ql_tah Luas (Km?) Ii;gaggg
(%)

1 | Sungai Boh Mahak Baru 6 15 3.032,88 7,20
2 | Kayan Selatan Long Ampung 5 13 2.107,75 3,53
3 | Kayan Hulu Long Nawang 5 20 996,29 5,07
4 | Kayan Hilir Data Dian 5 15 12.457,71 29,22
5 | Pujungan Long Pujungan 9 21 5.831,50 17,76
6 | Bahau Hulu Long Alango 6 13 3.082,64 7,88
7 | Sungai Tubu Long Pada 5 13 2.338,06 6,28
8 | Malinau Selatan Hulu Metut 8 27 1.878,66 6,02
9 | Malinau Selatan Long loreh 9 32 1.566,49 2,63
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Persentase
Kecamatan Ibu Kota Kecamatan ‘Jggsl:h Jugerah Luas (Km?) -[ﬁg;alg:g
(%)
10 | Malinau Selatan Hilir Setarap 8 21 645,57 1,55
11 | Mentarang Pulau Sapi 6 34 668,75 1,75
12 | Mentarang Hulu Long Berang 10 13 2.416,90 6,15
13 | Malinau Utara Malinau Seberang 12 47 1.063,99 2,76
14 | Malinau Barat Tanjung Lapang 9 43 703,08 1,90
15 | Malinau Kota Malinau kota 6 54 111,56 0,29
Jumlah 109 381 38.901,83 100,00
Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026
Tabel 11.2
Tinggi wilayah dan jarak ke Ibu kota menurut Kecamatan
di Kabupaten Malinau Tahun 2025
Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke ibukota (km)
1 Sungai Boh 780,75 277,87
2 Kayan Selatan 862,18 274,26
3 Kayan Hulu 897,32 273,25
4 Kayan Hilir 914,73 238,69
5 Pujungan 1.031,14 140,78
6 Bahau Hulu 979,67 111,43
7 Sungai Tubu 781,31 76,75
8 Malinau Selatan Hulu 582,99 69,27
9 Malinau Selatan 314,29 45,69
10 | Malinau Selatan Hilir 189,95 21,80
11 | Mentarang 359,27 12,20
12 | Mentarang Hulu 709,83 56,64
13 | Malinau Utara 224,70 4,94
14 | Malianu Barat 125,00 4,42
15 | Malinau Kota 56,96 -
Malinau 587,34 -

Sumber : Malinau dalam Angka, 2026

2.1.1.1 Topografi

Secara umum, topografi Kabupaten Malinau dapat dibedakan menjadi
perbukitan dan dataran rendah. Kawasan perbukitan terdapat pada bagian barat
dari wilayah utara yang merupakan jalur pegunungan dengan puncaknya yaitu
Gunung Naga Feratu di Kecamatan Mentarang. Kawasan perbukitan juga
terdapat di wilayah selatan Kabupaten Malinau dengan ketinggian 500-1.500
meter di atas permukaan laut. Sementara itu dataran rendah terdapat pada
sekitar daerah aliran sungai di bagian timur dari wilayah utara yaitu Kecamatan
Malinau Kota, Malinau Barat, dan Malinau Selatan sepanjang Sungai Malinau,
Sungai Simendurut, Sungai Sembuak, dan Sungai Salap.

Melihat peta wilayah Kecamatan Kabupaten Malinau, Kecamatan yang
tersempit dan teadat di Kabupaten Malinau, dengan luas hanya 111,56 km?
adalah Kecamatan Malinau Kota. Kecamatan yang terluas di Kabupaten Malinau
yakni Kecamatan Kayan Hilir dengan luas mencapai 12.457,71 km? dan berjarak
238,69 km dari ibu kota Kabupaten, semantara Kecamatan Sungai Boh
merupakan kecamatan yang terjauh dari ibu Kota Kabupaten dengan jarak
277,87 km dan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kalimantan
Timur. Disisi lain Kecamatan Pujungan merupakan kecamatan yang tertinggi
dari permukaan laut dengan ketinggian mencapai 1031,14 mdpl.
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2.1.1.2 Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Malinau mencakup daerah yang
sangat luas dan umumnya tersusun oleh batu-batuan sedimen yang kompak dan
batu-batuan gunung api tua. Morfologi perbukitan bergelombang kasar dan
morfologi terjal umumnya meliputi daerah-daerah perbukitan terjal serta
tersusun oleh batuan sedimen berumur tua yang mengalami pengangkatan,
pelipatan dan pesesaran. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Malinau
terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah
tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta
memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang
berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur,
Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil
pengendapan dan doposisi longsoran tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang
memiliki horison spodik yang bersifat asam dengan kesuburan tanah yang
rendah. Struktur Geologi suatu daerah gambaran secara regional sangat
diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam menganalisanya
karena di dalam pembentukan struktur geologi gaya yang bekerja lebih bersifat
regional, dan merupakan satu kesatuan. Penyimpangan yang terjadi antara
struktur geologi suatu daerah dengan struktur geologi regional lebih cenderung
disebabkan akibat telah terjadinya reorientasi dari gaya utama yang bekerja.

2.1.1.3 Hidrologi

Potensi hidrologi di Kabupaten Malinau sangat besar terutama dengan
adanya aliran sungai seperti Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Kayan,
Sungai Bahau dan sungai-sungai besar lainnya beserta anak-anak sungainya.
Aliran sungai besar ini sangat penting dalam menunjang kebutuhan air baku,
transportasi dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan kawasan hutan
yang dapat menyerap air dalam jumlah sangat besar yang selanjutnya
menghasilkan potensi air sangat besar melalui aliran sungai dan anak-anak
sungai. Sungai Malinau berfungsi sebagai sumber air baku dan penyediaan air
minum bagi penduduk di sepanjang wilayah sungai, serta transportasi air yang
menghubungkan antardesa di kecamatan (transportasi lokal) dan antarwilayah
(transportasi regional).

Berdasarkan kondisi hidrologinya sungai d sungai utama di Kabupaten
Malinau terdiri dari: Sungai Sesayap, Sungai Malinau, Sungai Mentarang, Sungai
Bahau, Sungai Kayan yang menyebar pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sesayap,
DAS Kayan, DAS Mahakam, DAS Sembakung, dan DAS Berau. Sekitar 37.84 %
Wilayah Kabupaten Malinau merupakan dataran tinggi (> 900dpl) dan menjadi
hulu beberapa sungai besar maupun kecil yang mengalir ke berbagai Kabupaten
di Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau
dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Sungai tepanjang di Kabupaten Malinau
antara lain Sungai Bahau (622 Km), Sungai Kayan (576 Km), Sungai Pengenau
(242 Km) dan Sungai Mentarang (176 Km). Kelebihan-kelebihan yang menonjol
dari air bawah tanah terhadap permukaan, antara lain adalah bahwa air bawah
tanah terdapat pada reservoir yang tersebar luas, tetapi tidak menyita tempat,
tidak memerlukan jaringan penyaluran, cadangannya tidak berkurang karena
penguapan, bebas dari bahaya banjir, bebas polusi bakteri, suhunya stabil, dan
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aman dari pencemaran termasuk pencemaran radioaktif. Pemanfaatan air bawah
tanah yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan
berbagai akibat yang merusak, seperti penurunan muka pisometrik air tanah
sehingga akan menyebabkan debit air berkurang.

2.1.1.4 Klimatologi

Dari pengamatan unsur iklim menurut bulan di stasiun Meteorologi
Tanjung Harapan diperoleh Rata-rata suhu di wilayah Kabupaten Malinau dan
sekitarnya berkisar 27 hingga 28 c¢ dengan suhu maksimum yang tercatat pada
bulan Juli 2025 sebesar 28,1 c. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 79
hingga 86 persen. Kecepatan angin paling kencang tercatat pada bulan Juli 2023
yakni mencapai 36 knot.

Curah hujan di Kabupaten Malinau cukup tinggi, dengan curah hujan
tertinggi tercatat pada bulan Januari 2025 yang mencapai 420,4 mm dan
terendah tercatat pada bulan Agustus sebesar 159,5 mm. Sepanjang tahun 2025,
jumlah hari hujan di Kabupaten Malinau cukup bervariasi, paling sedikit dalam
satu bulan terjadi 16 hari hujan dan terbanyak mencapai 25 hari hujan dengan
total hari hujan dalam setahun 267 hari.

Tabel 11.3
Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun BMKG
Tanjung Harapan Tahun 2025

Kecepatan Jumlah REIEFRELE)
Suhu Udara | Kelembapan anain Jumlah Hari Harian
Bulan (c) Rata- (%) 9 Curah Hujan . Penyinaran
(Knot) Hujan .
rata Rata-rata . (mm/bulan) - Matahari
Maksimum (hari) .
(lam)
Januari 27 86,3 14 420,4 25 47,2
Februari 27 85.0 12 287,8 25 44,1
Maret 27,1 83,8 23 229 25 49,6
April 27,6 82,1 40 248,6 19 52,5
Mei 28 81,0 18 172,4 20 64,4
Juni 27,5 83,4 16 345,1 22 55,6
Juli 28,1 79,4 36 267,8 16 77
Agustus 27,3 81,1 16 159,5 22 49,9
September 27,7 81,3 20 210,6 23 47,2
Oktober 27,6 82,3 12 238,7 22 51,3
November 27,9 81,1 24 319,4 24 46,6
Desember 27,3 83,0 14 248,6 24 42,0

Sumber : BMKG Klas Ill Tanjung Harapan-Bulungan, 2026

2.1.1.5 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Malinau memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah
dan menjadi salah satu aset strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Wilayah ini dianugerahi hutan tropis yang masih terjaga dengan baik, aliran
sungai yang deras dan jernih, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi
sumber daya alam tersebut mencakup hasil hutan seperti kayu, rotan, dan
berbagai jenis tanaman obat, serta hasil pertanian seperti kelapa sawit, karet,
dan buah-buahan tropis. Selain itu, potensi mineral dan tambang seperti emas,
timah, dan batu bara juga ditemukan di beberapa wilayah, yang apabila dikelola
secara berkelanjutan dapat menjadi penggerak ekonomi yang signifikan bagi
masyarakat.

Salah satu sektor unggulan yang menonjol dari kekayaan alam Kabupaten
Malinau adalah perikanan budidaya, khususnya untuk komoditas ikan patin dan
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ikan nila. Sungai Sesayap dan Sungai Kayan yang mengalir membelah wilayah
Malinau merupakan salah satu pusat budidaya ikan patin dengan kualitas
unggul. Ikan patin hasil budidaya di sungai ini dikenal memiliki bobot besar,
rata-rata mencapai 9915 kg per ekor, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kondisi
lingkungan yang masih alami, kualitas air yang baik, serta pengetahuan lokal
masyarakat dalam memelihara ikan menjadi keunggulan tersendiri yang
mendukung keberhasilan budidaya patin di daerah ini. Tidak hanya patin, ikan
nila juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif sebagai salah satu
komoditas air tawar yang diminati pasar. Budidaya ikan nila dilakukan di kolam-
kolam buatan maupun aliran sungai di berbagai kecamatan, dengan sistem
pemeliharaan yang mulai mengadopsi pendekatan teknologi dan manajemen
modern. Berdasarkan data Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai
dengan triwulan IV Tahun 2025 yang di sampaikan Dinas Perikanan, total
produksi ikan budidaya di Kabupaten Malinau tercatat sebesar 323.230 Kkg.
Jumlah ini mencerminkan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan
pangan daerah dan menunjukkan adanya potensi besar untuk terus
dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi geografis Malinau yang didominasi oleh bentang alam perairan dan
hutan tropis menciptakan ekosistem yang sangat mendukung pengembangan
perikanan budidaya. Di samping itu, infrastruktur lokal seperti irigasi, tambak
rakyat, serta akses jalan dan transportasi perdesaan yang terus ditingkatkan
turut memperkuat mata rantai produksi perikanan. Tradisi masyarakat yang
telah lama bergelut di sektor ini menjadi modal sosial yang penting dalam
menjaga kontinuitas produksi dan memastikan transfer pengetahuan lokal antar
generasi.

Dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas serta dukungan
teknologi tepat guna, potensi sumber daya alam di Malinau dapat dikembangkan
secara optimal. Penguatan rantai pasok dan peningkatan akses pasar menjadi
langkah strategis dalam menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Jika dikelola
dengan perencanaan yang baik dan prinsip keberlanjutan, sektor perikanan
budidaya di Malinau bukan hanya mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif
dan memperkuat posisi Malinau untuk daya saing daerah di Kalimantan Utara.

2.1.1.6 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kondisi pelanggan listrik di Kabupaten Malinau pada periode 202162025
menggambarkan percepatan akses layanan listrik dan peningkatan daya
tampung sistem kelistrikan. Jumlah pelanggan PLN terus bertumbuh dari 18.039
pelanggan pada 2021 menjadi 28.103 pelanggan pada 2025, dengan
penambahan paling signifikan terjadi pada 202462025, sehingga cakupan listrik
semakin merata ke rumah tangga, usaha mikro, dan fasilitas publik di wilayah
perkotaan maupun pedesaan. Secara paralel, produksi listrik dan penjualan
energi juga meningkat dari tahun ke tahun. Produksi listrik melonjak dari sekitar
60,0 juta kWh pada 2021 menjadi 97,3 juta kWh pada 2025, sementara listrik
terjual meningkat dari 53,8 juta kWh menjadi 93,5 juta kWh dalam periode yang
sama. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan tidak hanya
bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti oleh peningkatan beban konsumsi per
pelanggan dan peningkatan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan sehari-hari
dan aktivitas ekonomi.
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Secara keseluruhan, kedua sisi data (jumlah pelanggan dan volume
produksi/penjualan listrik) menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan
daya saing ekonomi Kabupaten Malinau meningkat seiring dengan perluasan
akses listrik dan peningkatan kapasitas sistem kelistrikan, namun tetap perlu
dijaga dan ditingkatkan lagi kapasitas pembangkit, jaringan, dan manajemen
kehilangan listrik agar layanan tetap handal di masa mendatang.

Tabel 11.4

Daya Terpasang, Produksi Listrik, Distribusi Listrik PT.PLN (Persero)
pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Malinau 2021 § 2025

Tahun Daya Teasang Produksi Listrik Terjual [S);%ilkierlil Susut/Hilang
(KW) Listrik (KWh) (KwWh) (KWh) (Kwh)
2021 29.754.520 60.031.040 53.791.250 4.788 1.878.630
2022 16.000.000 78.206.630 75.477.200 482.610 23.615.940
2023 62.432.350 84.870.323 81.649.930 514.063 2.706.329
2024 48.150.650 94.906.577 90.845.359 596.370 4.061.218
2025 48.680.450 97.297.491 93.470.991 642.503 3.826.500

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Grafik 11.1
Jumlah Pelanggan Listrik PT.PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di
Kabupaten Malinau 2021-2025
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Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Selain itu, ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat
yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Penyediaan air
bersih sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber air baku, pemeliharaan dan
pembangunan jaringan distribusi air sampai ke desa dan kecamatan. Pada tahun
2022, pelanggan air PDAM mencapai 14.525, sedangkan pada tahun 2025 ini
jumlah pelanggan air meningkat sebesar 9,1 persen menjadi 15.990 pelanggan.
Peningkatan jumlah pelanggan tentu akan berdampak pada kenaikan produksi
dan nilainya. Pada tahun 2025 jumlah air disalurkan meningkat menjadi 5,7

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-6



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027

juta m3 dari sebelumnya 5,2 juta m3 dengan peningkatan nilai mencapai 8,77
persen dari 21,3 miliar menjadi 27,4 miliar.

Grafik 11.2
Jumlah Pelanggan Air menurut Kecamatan
di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025
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Sumber : Perumda Air Minum Apai Mening, 2026

Selain pelayanan air bersih oleh PDAM Malinau, Kabupaten Malinau juga
memiliki 72 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di
beberapa desa dan seluruhnya dalam kondisi berfungsi. Kapasitas air baku yang
digunakan mencapai 217,31 liter per detik (Ipd). Sementara itu, kapasitas
terpasang dan kapasitas produksi masing-masing sebesar 217 Ipd, dengan
kapasitas distribusi sebesar 105 Ipd dan air terjual sebesar 71 Ipd.

Data tersebut menunjukkan masih terdapat kapasitas yang belum
dimanfaatkan secara optimal (idle capacity). Idle capacity pada kapasitas
produksi tercatat sebesar 112,40 Ipd atau sekitar 51,72% dari kapasitas yang
tersedia. Sedangkan idle capacity teasang tercatat 0,00 Ipd. Tingkat kehilangan
air di Kabupaten Malinau mencapai 34,21 Ipd atau sebesar 32,61%, yang
menunjukkan masih cukup tingginya kehilangan air dalam proses distribusi.
Selain itu, jumlah sambungan rumah (SR) pemilik aset tercatat sebanyak 3.721
SR, dengan jumlah SR wilayah administrasi yang sama yaitu 3.721 SR.

2.1.1.7 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Malinau, memiliki potensi adanya
bencana alam yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-
upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana
seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan
pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko
bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar
dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Secara umum, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malinau mengalami
penurunan dari 155,85 pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 144,18 pada 2023,
126,17 pada 2024, dan 127,51 pada 2025, yang menunjukkan bahwa tingkat
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kerentanan dan dampak bencana secara bertahap berkurang seiring perbaikan
mitigasi dan tata kelola wilayah. Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah
meningkat dari 0,20 pada 2021 dan 2022 menjadi 0,34 pada 2023 dan 0,48 pada
2024, meskipun sedikit turun menjadi 0,39 pada 2025, menggambarkan bahwa
kapasitas daerah dalam menghadapi, menanggulangi, dan memulihkan dari
bencana terus membaik, namun masih berada pada level yang relatif rendah
sehingga perlu penguatan berkelanjutan di bidang kelembagaan, infrastruktur,
dan kesiapsiagaan masyarakat.

Tabel 11.5
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
Indeks Risiko Bencana 155,85 155,85 144,18 126,17 127,51
Indeks Ketahanan Daerah 0,20 0,20 0,34 0,48 0,39

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2021-2025.

Apabila melihat indeks risiko per ancaman bencana di Kabupaten Malinau
seperti pada tabel di bawah, terlihat untuk resiko gempa bumi pada tahun 2025
mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari angka
7,30 turun menjadi 1,33 dengan kategori rendah. Untuk resiko bencana
kebakaran hutan dan lahan berada pada skor 24,35 di tahun 2024 dan menurun
menjadi 21,01 pada tahun 2025 namun tetap masih pada kategori tinggi.

Pada risiko bencana lainnya, ancaman tanah longsor dengan skor 16,23
pada tahun 2024 meningkat menjadi 22,01 yang masih berada pada kategori
tinggi. Ancaman bencana tsunami di angka 2,71 pada tahun 2024 namun data
tidak tersedia pada tahun 2025 sehingga dengan angka terakhir di tahun 2024
berada pada kategori rendah. Sedangkan ancaman kekeringan mengalami
penurunan dari 24,35 di tahun 2024 menjadi 22,01 dengan kategori tinggi di
tahun tinggi. Adapun risiko cuaca ekstrim kembali mengalami peningkatan dari
9,20 di tahun 2024 menjadi 14,67 pada tahun 2025 dengan kategori tinggi.

Tabel 11.6
Kelas Risiko Bencana Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
Tahun 2021 2022 2023 2024 2025
Indeks Risiko Skor 155,85 155,85 144,18 126,17 127,51
Bencana Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang
Skor N/A N/A NZA N/A 14,67
Banjir
. Kelas Risiko N/A N/A N/A N/A Tinggi
Skor N/7A N/7A N/7A N/A 7,34
Banjir Bandan
) 9 [Kelas Risiko N/A N/A N/A N/A Sedang
: Skor 10,80 10,80 10,15 7,30 1,33
Gempa Bumi —
Kelas Risiko Sedang Sedang Sedang Sedang Rendah
Kebakaran Skor 36,00 36,00 33,85 24,35 21,01
Hutan
dan Lahan Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Skor 24,00 24,00 22,56 16,23 22,01
Tanah Longsor — - - - - - - - - - -
Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
. Skor 4,00 4,00 3,76 2,71 NZ7A
Tsunami —
Kelas Risiko Rendah Rendah Rendah Rendah N/A
. Skor 36,00 36,00 33,85 24,35 22,01
Kekeringan — - - - - - - - - - -
Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
: Skor 13,60 13,60 12,79 9,20 14,67
Cuaca Ekstrim — —— — — —
Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2021-2025
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2.1.1.8 Demografi

Berdasarkan data BPS tahun 2026, Kabupaten Malinau pada tahun 20244
2025 memiliki total penduduk sebanyak 88.931 ribu jiwa dengan laju
pertumbuhan 1,54% per tahun dan kepadatan rata-rata 2,29 jiwa/km?2, yang
masih tergolong rendah mengingat luas wilayah yang sangat besar; distribusi
penduduk sangat tidak merata, dengan kecamatan Malinau Kota menjadi pusat
konsentrasi utama (31,19% dari total penduduk dan kepadatan 248,66
jiwaZkm?), sementara kecamatanZkecamatan perdesaan dan hulu sungai seperti
Kayan Hilir, Sungai Tubu, Pujungan, dan Bahau Hulu memiliki kepadatan di
bawah 1 jiwaZkm?; secara struktur gender, rasio jenis kelamin Kabupaten
Malinau adalah 111,24, dengan beberapa kecamatan seperti Kayan Hilir
(130,00), Bahau Hulu (120,42), dan Sungai Boh (117,06) menunjukkan dominasi
lakiZlaki yang lebih tinggi, sehingga secara keseluruhan kondisi demografi
menunjukkan pola polarisasi kuat antara kawasan perkotaan dan pusat
pertumbuhan dengan kawasan perdesaan yang sangat jarang penduduknya,
sehingga menuntut penguatan kebijakan pemerataan pembangunan, akses
jaringan jalan, dan pelayanan dasar di wilayah-wilayah berkepadatan rendah.

Tabel 11.7
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase
Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk
menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025

Ll Kepadatan Rasio Jenis
Penduduk | Pertumbuhan Persentase i
No Kecamatan - Penduduk per Kelamin
(Ribu) Penduduk per Penduduk Kkm2 Penduduk
2024-2025(%)
1 | Sungai Boh 2.557 0,71 2,88 0,84 117,06
o | Kayan 2.014 0,95 2,26 0,96 107,84
Selatan

3 | Kayan Hulu 2.494 -0,32 2,80 2,50 109,05

4 | Kayan Hilir 1.587 -0,81 1,78 0,13 130,00

5 | Pujungan 2.013 0,65 2,26 0,35 113,92

6 | Bahau Hulu 1.457 0,83 1,64 0,47 120,42

7 | Sungai Tubu 1.055 4,98 1,19 0,45 115,31

g | Malinau 2.886 2,23 3,25 1,54 113,46

Selatan Hulu
g | Malinau 5.626 0,30 6,33 3,59 115,80
Selatan
10 | Malianu 3.169 2,03 3,56 4,91 112,54
Selatan Hilir

11 | Mentarang 5.888 1,62 6,62 8,80 109,31

12 | Mentarang 1.926 0,68 2,17 0,80 108,22
Hulu

13 | Malinau 16.370 1,89 18,41 15,39 113,93
Utara

14 | Malinau 12.148 1,57 13,66 17,28 110,50
Barat

15 | Malinau 27.741 1,90 31,19 248,66 107,55
Kota

Malinau 88.931 1,54 100,0 2,29 111,24

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026
Tabel 11.8
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
di Kabupaten Malinau Tahun 2025
o
Kelompok Umur - - Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
064 4.000 3.840 7.840
589 3.550 3.310 6.860
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Kelompok Umur - - Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan

106 14 3.460 3.280 6.740
156 19 3.990 3.660 7.650
2006 24 4.040 3.870 7.910
25029 4.080 3.580 7.660
30034 4.070 3.530 7.600
35039 3.970 3.380 7.350
400 44 3.460 3.010 6.470
4506 49 3.210 2.640 5.850
50 6 54 2.750 2.120 4.870
550 59 1.960 1.600 3.560
60 0 64 1.530 1.210 2.740
65 0 69 950 840 1.790
70-74 660 590 1.250
75+ 690 670 1.360
Malinau 46.370 41.130 87.500

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
(1) Pertumbuhan PDRB

Perekonomian di Kabupaten Malinau mengalami perlambatan pertumbuhan
ekonomi dalam dua tahun terakhir dimana pada tahun 2023 terjadi
pertumbuhan ekonomi sebesar 4,22 persen yang melambat dibanding tahun
sebelumnya sebesar 5,00 persen (2022) serta pada tahun 2024 melambat
kembali hingga mencapai 3,55 persen dan 3,56 persen di tahun 2025. Kondisi
ini dipicu adanya perlambatan yang cukup signifikan pada sektor lapangan
usaha pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi dominan pada
perekonomian Malinau dengan pertumbuhan ekonomi melambat hingga 0,45
persen.

Meskipun demikian, beberapa sektor dominan memiliki pertumbuhan
ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau seperti
kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,80 persen; konstruksi
sebesar 12,05 persen, maupun administrasi pemerintahan, pertahanan dan
kaminan sosial wajib sebesar 4,94 persen.

Tabel 11.9
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Malinau tahun 2021-2025 (Rp. Miliar)

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**
Pertanian, Kehutanan, 1.414,92 | 1.503,91 | 1.500,48 | 1.685,29 | 1.764,08
dan Perikanan

Pertambangan dan 6.552,31 | 11.049,94 | 11.389,02 | 10.141,53 | 9.981,76
Penggalian

Industri Pengolahan 314,26 339,22 360,77 376,98 399,06
gzggadaa” Listrik dan 4,62 5,21 6,28 6,59 6,81
Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, 9,66 10,4 10,83 11,94 12,53
Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi 2.009,58 2.121,01 2.203,90 2.485,04 3.149,91
Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil 572,84 652,5 716,15 799,01 856,49
dan Sepeda Motor

Transportasi dan 367,81 422,15 464,78 501,78 524,12
Pergudangan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-10




RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**
[ Penyediaan Akomodasi 246,32 292,44 321,3 370,18 415,85
dan Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 47,74 54,67 58,73 65,74 69,45
K | JasaKeuangan dan 29,12 34,54 42,13 47,25 49,91
Asuransi
L Real Estat 29,46 32,39 34,11 36,13 38,55
M,N Jasa Perusahaan 19,28 21,61 23,44 24,5 25,46
Administrasi
(@] Pemerintahan, Pertahanan 760,48 840,86 899,62 949,53 948,21
dan Jaminan Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 285,73 322,26 345,44 359,52 360,29
Q | JasaKesehatan dan 184,01 193,28 203,54 212,63 223,42
Kegiatan Sosial
R,S,T,U | Jasa lainnya 10,62 12,13 13,47 14,57 15,68
PDRB 12.858,77 17.908,54 18.683,96 | 18.088,22 | 18.842,47

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026
Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

Tabel 11.10
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan

Usaha di Kabupaten Malinau tahun 2021-2025 (Rp. Milyar)

LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023 2024* 2025**
A Pertanian, Kehutanan, dan 862,3 | 877,47 | 89623| 93025| 94948
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 4.344,09 | 4.616,41 | 4.835,66 | 4.857,44 | 4.818,52
C Industri Pengolahan 192,91 198,87 202,21 203,79 210,37
D Pengadaan Listrik dan Gas 3,34 3,63 4,19 4,38 4,49
Pengadaan Air, Pengelolaan
E Sampah, Limbah dan Daur 6,51 6,82 7,03 7,52 7,82
Ulang
F Konstruksi 1.162,63 1.168 1.206,61 1.352,00 1.641,59
Perdagangan Besar dan
G Eceran; Reparasi Mobil dan 325,63 354,98 374,97 410,87 429,47
Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 246,97 268,14 278,57 294,45 308,66
| Penyediaan Akomodasi dan 137,96 152,67 163,03 182,48 198,48
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 34,62 37,39 38,87 42,26 43,74
K Jasa Keuangan dan Asuransi 16,18 18,11 21,74 24,13 25,11
L Real Estat 17,17 18,09 18,63 19,43 20,22
M,N Jasa Perusahaan 11,14 11,86 12,41 12,65 12,68
Administrasi Pemerintahan,
(@] Pertahanan dan Jaminan 528,43 551,75 574,88 603,26 601,28
Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 160,42 171,28 178,4 182,25 179,87
Q éii?a'l(esehata” dan Kegiatan 103,31 | 10538 | 108,31 | 110,71 | 114,48
R,S,T,U | Jasa lainnya 5,68 6,21 6,67 7,09 7,46
PDRB 8.159,29 | 8.567,06 | 8.928,41 | 9.244,98 | 9.573,71
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026
Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.
Tabel 11.11
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut lapangan Usaha Kabupaten Malinau 2021-2025 (%)
Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**
Pertanian,
A Kehutanan, 11,00 8,40 8,51 9,32 9,37
dan Perikanan
B Pertambangan 50,96 61,70 60,96 56,07 52,97
dan Penggalian
C Industri 2,44 1,89 1,93 2,08 2,12
Pengolahan
Pengadaan
D Listrik dan Gas 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04
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Lapangan Usaha

2021

2022

2023

2024*

2025**

Pengadaan Air,
Pengelolaan

E Sampabh,
Limbah dan
Daur Ulang

0,08

0,06

0,06

0,07

0,07

F Konstruksi

15,63

11,84

11,80

13,74

16,72

Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor

4,45

3,64

3,83

4,42

4,55

Transportasi
H dan
Pergudangan

2,86

2,36

2,49

2,77

2,78

Penyediaan
| Akomodasi dan
Makan Minum

1,92

1,63

1,72

2,05

2,21

Informasi dan
Komunikasi

0,37

0,31

0,31

0,36

0,37

Jasa Keuangan
dan Asuransi

0,23

0,19

0,23

0,26

0,26

L Real Estat

0,23

0,18

0,18

0,20

0,20

Jasa
Perusahaan

0,15

0,12

0,13

0,14

0,14

Administrasi
Pemerintahan,
(e} Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib

591

4,70

4,81

5,25

5,03

Jasa
Pendidikan

2,22

1,80

1,85

1,99

1,91

Jasa
Q Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

1,43

1,08

1,09

1,18

1,19

R,S,T,U | Jasa lainnya

0,08

0,07

0,07

0,08

0,08

PDRB

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026
Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

Tabel 11.12

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 (%)

Lapangan Usaha

2021

2022

2023

2024*

2025**

Pertanian,
A Kehutanan, dan
Perikanan

2,70

1,76

2,14

3,80

2,07

Pertambangan
dan Penggalian

6,63

6,27

4,75

0,45

-0,80

Industri
Pengolahan

2,29

3,09

1,68

0,78

3,23

Pengadaan
Listrik dan Gas

3,55

8,82

15,44

4,52

2,42

Pengelolaan
E Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

2,60

4,69

3,10

7,07

3,92

F Konstruksi

-0,24

0,46

3,31

12,05

21,42

Perdagangan
Besar dan

G Eceran; Reparasi
Mobil dan
Sepeda Motor

6,68

9,01

5,63

9,57

4,53

Transportasi dan
Pergudangan

2,06

8,57

3.89

5,70

4,83
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Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**
Penyediaan
| Akomodasi dan 3,94 10,66 6,78 11,93 8,77
Makan Minum
J Informasi dan 8,87 8,01 3,95 8,72 3,49
Komunikasi
K Jasa Keuangan 12,20 11,91 20,05 10,97 4,06
dan Asuransi
L Real Estat 2,32 5,34 3,00 4,30 4,04
M,N Jasa Perusahaan 2,55 6,47 4,64 2,00 0,21
Administrasi
Pemerintahan,
(e} Pertahanan dan 0,99 4,41 4,19 4,94 -0,33
Jaminan Sosial
Wajib
P Jasa Pendidikan 5,31 6,77 4,16 2,16 -1,31
Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 7,92 2,00 2,78 2,21 3,40
Sosial
R,S,T,U | Jasa lainnya 7,15 9,37 7,36 6,38 5,22
PDRB 4,50 5,00 4,22 3,55 3,56

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026
Catatan: *Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara.

Grafik 11.3
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2025

PERTUMBUHAN EKONOMI

\3A55—3'|56

— = Pertumbuhan Ekonomi

2021 2022 2023 2024 2025
Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau pada tahun 2025 sebesar 3,56%
menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih tumbuh positif, meskipun
lajunya lebih rendah dibandingkan tahunitahun sebelumnya (4,22% pada 2023
dan 3,55% pada 2024). Secara historis, Malinau sempat mencatat performa
cukup tinggi pada 2021 (4,5%) dan 2022 (5,0%), namun sejak 202332025 terjadi
penurunan bertahap, yang menggambarkan bahwa momentum ekspansi
ekonomi melambat dan ekonomi bergerak pada tingkat pertumbuhan moderat.
Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara, yang tumbuh di kisaran
4,5605,31% pada periode 202132025, dan capaian nasional sekitar 3,765,31%.
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Grafik 11.4
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025

m Nasional m Provinsi Kalimantan Utara = Kabupaten Malinau

2021 2022 2023 2024 2025

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2026

Malinau tetap berada dalam lingkup pertumbuhan ekonomi yang sejalan
dengan tren provinsi dan nasional, namun tidak menjadi pendorong utama
pertumbuhan di Kaltara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa basis ekonomi
Malinau masih relatif terbatas pada sektor primer (perkebunan, kehutanan, dan
pertambangan cadangan), dengan kapasitas diversifikasi sektor pertanian,
industri dan jasa yang belum terlalu besar untuk mendorong percepatan
pertumbuhan yang lebih tinggi.

(2) Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi
yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di
tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu
ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi
oleh rumah tangga.

Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan Indeks
Harga Konsumen (IHK) dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja
pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi di Kabupaten Malinau merujuk
kepada perkembangan IHK Kota Tanjung Selor (Bulungan), yang pada tahun
2025 mengalami fluktuasi namun secara umum masih berada dalam kisaran
terkendali, termasuk salah satu contohnya pada bulan Agustus 2025 di mana
Kota Tanjung Selor mencatat inflasi yearZonZyear (y-on-y) sebesar 2,93% dengan
Indeks Harga Konsumen sebesar 107,99 menunjukkan adanya tekanan
kenaikan harga cukup nyata selama tahun itu, terutama pada komoditas
pangan dan transportasi yang menjadi penyumbang utama inflasi.

Berikut grafik perkembangan Inflasi Malinau merujuk inflasi Kota Tanjung
Selor dan perbandingan capaian kinerja makro inflasi Kabupaten Malinau,
Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 5 tahun terakhir sebagai berikut :
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Grafik 11.5

Perkembangan Inflasi Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
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Sumber : BPS Kaltara, 2026

Grafik 11.6
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Inflasi

Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025
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Sumber : BPS Kaltara dan BPS RI, 2026

Inflasi Malinau merujuk kepada angka Indeks Perkembangan Harga (IPH)

yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Malinau
bersama BPS Kabupaten Malinau, dengan data terbaru menunjukkan bahwa
pada periode 202462025 terjadi fluktuasi IPH yang relatif terkendali di kisaran
sekitar 2,583 persen, yang masih sejalan dengan tren inflasi Provinsi Kalimantan
Utara yang sekitar 2,93% pada akhir 2025.
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Angka tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan utama,
terutama Cabai Rawit, Cabai Merah, dan Bawang Merah, yang kembali menjadi
kelompok komoditas penyumbang inflasi utama di Malinau, menunjukkan
bahwa harga sayuran dan rempah tetap menjadi faktor utama tekanan kenaikan
harga di tingkat konsumen.

(3) Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana
tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan
tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi acuan utama
dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nilai indeks
gini berkisar antara 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan
indeks gini dibagi menjadi 3 kelompok/kategori, yaitu :

1) Indeks gini lebih dari 0,5 termasuk kedalam kategori ocketimpangan tinggio¢;
2) Indeks gini antara 0,30-0,49 termasuk kategori oketimpangan sedang¢; dan
3) Indeks gini kurang dari 0,30 termasuk dalam kategori ocketimpangan rendahd.

Indeks Gini Kabupaten Malinau tahun 2024 dan tahun 2025 mencatat
penurunan ketimpangan menjadi 0,283 di tahun 2024 dan 0, 249 di tahun 2025,
setelah sebelumnya mengalami lonjakan menjadi 0,285 pada tahun 2023.
Meskipun terjadi peningkatan ketimpangan pada tahun 2023, indeks gini
tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Peningkatan
ketimpangan di tahun 2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa
komoditas barang yang memicu inflasi, sehingga pengeluaran masyarakat secara
umum meningkat, terutama di kalangan kelompok dengan penghasilan rendah
yang lebih rentan terhadap perubahan harga. Namun, pada tahun 2024 dan
tahun 2025, ketimpangan mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan
peningkatan kualitas perlindungan sosial masyarakat serta upaya stabilisasi
harga kebutuhan pokok dan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga,
yang berdampak positif terhadap kesenjangan distribusi pengeluaran
masyarakat di Kabupaten Malinau.

Selain itu, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum,
meskipun terdapat peningkatan kemiskinan pada rumah tangga di Kabupaten
Malinau. Pada tahun 2025, penurunan ketimpangan di Kabupaten Malinau
berlanjut dengan Indeks Gini sebesar 0,249, menunjukkan bahwa kesenjangan
pendapatan dan pengeluaran antar kelompok penduduk semakin menyusut ke
arah kategori ketimpangan sangat rendah. Penurunan ini menggambarkan
bahwa kebijakan perlindungan sosial, penguatan program bantuan sosial, dan
peningkatan upaya pemerataan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan,
dan jaring pengaman ekonomi) mulai berdampak nyata terhadap pemerataan
kesejahteraan.

Meskipun demikian, tantangan dalam penurunan angka kemiskinan rumah
tangga masih perlu diperhatikan, sehingga penurunan ketimpangan yang terjadi
pada 2024062025 perlu diikuti langkahzlangkah konkret untuk mengurangi beban
pengeluaran dasar kelompok rentan, memperkuat lapangan kerja, serta
memastikan distribusi manfaat pembangunan mencapai seluruh Ilapisan
masyarakat di Kabupaten Malinau.

Berikut grafik perkembangan Indeks gini Kabupaten Malinau dan
perbandingan capaian kinerja makro Indeks gini Kabupaten Malinau, Provinsi
Kalimantan Utara dan Nasional 5 tahun terakhir sebagai berikut :
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Grafik 1.7
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2025
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Grafik I11. 8
Perbandingan Capaian Kinerja Makro
Indeks Gini Kabupaten Malinau, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021-2025
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2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
(1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM terbentuk dari tiga indikator : (1)
Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH), (2) Pendidikan : Harapan Lama Sekolah
(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), (3) Daya Beli : Pengeluaran per Kapita
yang disesuaikan.

Peningkatan IPM Kabupaten Malinau tahun 2025 terjadi pada semua
dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar
hidup layak, dengan skor IPM 2025 mencapai 75,21, naik dibanding 74,72 pada
2024. Angka ini menempatkan Malinau pada posisi kedua tertinggi di Provinsi
Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan. Pada dimensi umur panjang dan hidup
sehat, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan hidup sekitar 73,33
tahun, meningkat 0,06 tahun dibanding periode sebelumnya. Data umur
harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020
(SP2020.LF) yang diperbarui dan diproyeksikan dengan data vital dan kesehatan
terbaru.

Di dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7
tahun meningkat dari 13,35 tahun pada 2024 menjadi 13,58 tahun pada 2025,
menunjukkan generasi baru di Malinau memiliki peluang yang lebih besar untuk
menyelesaikan pendidikan setara perguruan tinggi. Sementara itu, RataZRata
Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,63 tahun
menjadi 9,64 tahun, menggambarkan perbaikan bertahap dalam tingkat
pendidikan penduduk dewasa. Dimensi standar hidup layak yang diukur
berdasarkan rataZrata pengeluaran riil per kapita per tahun menunjukkan
peningkatan menjadi sekitar 11,44 juta pada 2025, naik sekitar 250 ribu (2,3%)
dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan pengeluaran riil ini mencerminkan
peningkatan daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan jangka panjang, serta mendukung
peningkatan IPM secara menyeluruh di Kabupaten Malinau. Data pengeluaran
riil per kapita per tahun bersumber dari Susenas Maret yang dikelola dan
diperbarui olenh BPS Kabupaten Malinau.

Tabel 11.13
Indikator Pembentuk Manusia Kabupaten Malinau

Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2021-2025
No Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024 2025

1 | Indeks Kesehatan Angka 81,88 81,89 81,92 81,95 82,05

1.a | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun 73,22 73,23 73,25 73,27 73,33

2 | Indeks Pendidikan Angka 68,31 68,39 68,49 69,18 68,86

Harapan Lama Sekolah Tahun | 13,31 | 13,33 | 13,34 | 13,35 | 13,58

(HLS)

o p | Rata-rata Lama Sekolah Tahun | 940 | 941 | 943 | 963 | 964
(RLS)

3 | Pengeluaran per kapita Rp.000 9.928 [10.304 |10.708 |11.190 (11.436

4 | Indeks Pembangunan Angka | 73,12 | 73,55 | 74,00 | 74,72 | 7521

Manusia

Sumber: BPS Kabupaten Malinau 2026
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan tren
positif dengan peningkatan yang konsisten selama periode 2021062025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau, IPM Kabupaten Malinau
pada tahun 2021 tercatat sebesar 73,12 dan terus meningkat menjadi 74,00
pada 2023, 74,72 pada 2024, dan mencapai 75,21 pada 2025. Kenaikan selama
kurun 5 tahun ini mencerminkan rataZrata pertumbuhan IPM sekitar 0,71 persen
per tahun, yang menunjukkan percepatan pembangunan manusia di Malinau.
Secara khusus, pada tahun 2024 IPM meningkat 0,72 poin atau 0,97 persen
dibandingkan tahun 2023, sedangkan pada 2025 naik lagi menjadi 75,21, atau
naik sekitar 0,49 poin (0,66 persen) dibanding tahun sebelumnya. Dengan
capaian tersebut, Kabupaten Malinau mempertahankan posisi IPM tertinggi
kedua di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kota Tarakan, dan masuk kategori
pembangunan manusia otinggié. Peningkatan IPM ini terjadi pada semua dimensi
utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup
layak. Pada periode 202182025, terjadi peningkatan Harapan Lama Sekolah
(HLS) dan RataZRata Lama Sekolah (RLS), serta peningkatan pengeluaran riil per
kapita per tahun, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan yang lebih merata
di berbagai sektor pembangunan manusia. Kenaikan pengeluaran per kapita
disesuaikan selama 5 tahun terakhir, dengan nilai sekitar 11,19 juta rupiah per
kapita pada 2024 dan meningkat lagi pada 2025 sekitar 11,43 juta rupiah, turut
berkontribusi terhadap peningkatan daya beli dan kemampuan masyarakat
memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendorong terus meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau.

Grafik 11.9
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Indeks Pembangunan Manusia
Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025
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Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2021
hingga 2025, terlihat tren peningkatan yang konsisten di tingkat nasional (Pusat),
Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Malinau. Pada tahun 2021, IPM
nasional berada di angka 73,16, Kalimantan Utara 71,57, dan Malinau 73,12.
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Setiap tahun, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2025 mencapai
75,90 untuk nasional, 74,04 untuk Kalimantan Utara, dan 75,21 untuk
Kabupaten Malinau. Kabupaten Malinau secara konsisten memiliki IPM yang
lebih tinggi dibandingkan rataZrata provinsi, yang menunjukkan bahwa daerah
ini memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan
dengan wilayah lain di Kalimantan Utara. Dari tren tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan manusia di Malinau lebih maju dibandingkan tingkat
provinsi dan kini telah melampaui rataZrata nasional.

Peningkatan IPM yang terjadi menunjukkan adanya perbaikan dalam akses
pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Meskipun demikian, selisih antara kinerja Malinau dan kondisi nasional pada
awal periode tetap menunjukkan bahwa keberhasilan yang diraih hasil dari
perbaikan yang berkelanjutan, sehingga perlu terus memperkuat kebijakan dan
strategi di bidang SDM, infrastruktur dasar, dan pelayanan umum agar kualitas
pembangunan manusia dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa
mendatang.

(2) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk
mengukur  perkembangan ekonomi suatu wilayah. Secara sederhana
kemiskinan  didefinisikan  sebagai sebuah kondisi dimana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,
pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan yang
sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus
yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam
rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Kemiskinan bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya
pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan pemenuhan hak dasar
rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan
rasa aman, dan partisipasi. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara
lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi,
ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi,
pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi
lingkungan.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malinau tinggal di daerah perdesaan.
Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan harus dapat
bersentuhan langsung secara mendasar serta dapat menyelesaikan persoalan
yang ada. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa
mendatang yang akan beengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan.
Pemberantasan kemiskinan adalah tantangan global terbesar yang dihadapi
dunia saat ini.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malinau pada tahun 2025
menunjukkan tren perbaikan dengan penurunan yang signifikan dibandingkan
tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau,
jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sebesar 5,24 ribu jiwa atau 5,56
persen, menurun sekitar 1,21 ribu jiwa dan 1,38 persen dibandingkan tahun
2024 yang mencapai 6,94 persen. Penurunan ini juga diikuti perbaikan Indeks
Kedalaman Kemiskinan yang turun dari 0,57 pada 2024 menjadi 0,25 pada 2025,
menandakan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap
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garis kemiskinan semakin mengecil. Sementara itu, Indeks Keparahan
Kemiskinan turun dari 0,06 pada 2024 menjadi 0,01 pada 2025, menunjukkan
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mereda dan situasi
mereka semakin merata.

Perbaikan kondisi kemiskinan ini terjadi meskipun garis kemiskinan di
Kabupaten Malinau naik 3,81 persen dari 791.037 per kapita per bulan pada
2024 menjadi 821.188 per kapita per bulan pada 2025, menunjukkan bahwa
penyelesaian kemiskinan dilakukan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok
dan tekanan inflasi. Faktor yang mendukung penurunan kemiskinan antara lain
kombinasi program perlindungan sosial yang berkelanjutan, peningkatan akses
ekonomi di daerah perdesaan, dan perbaikan pendapatan rumah tangga akibat
pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56 persen yang tercatat pada 2025. Namun,
tantangan tetap ada, karena angka kemiskinan 5,56 persen masih
menempatkan Malinau pada posisi kedua tertinggi di Kalimantan Utara setelah
Kabupaten Bulungan, sehingga kebijakan pengurangan kemiskinan perlu
diperkuat terutama pada kelompok rentan dan desa yang belum terjangkau
secara merata.

Tabel 11.14
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan

Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau tahun 2021 § 2025
Jumlah

Jumlah Persentase .
Penduduk Garis
Tahun Penduduk . . Penduduk L
- Miskin (Ribu S kemiskinan ()
(Jiwa) - Miskin (%)
Jiwa)
2025 88.931 5,24 5,56 821.188
2024 87.582 6,45 6,94 791.037
2023 85.073 5,95 6,54 749.933
2022 85.316 5,93 6,64 692.605
2021 83.796 6,39 7,30 650.444

Sumber: Malinau Dalam Angka, 2026

Grafik 11.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
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Grafik 11.11
Perbandingan Capaian Kinerja Makro
Angka Kemiskinan Malinau, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025
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Jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi, persentase
penduduk miskin Kabupaten Malinau pada 2025 masih lebih rendah dari angka
nasional tetapi mendekati rataZrata Provinsi Kalimantan Utara. Secara nasional,
angka kemiskinan tahun 2025 berada di sekitar 809 persen, sedangkan
Kalimantan Utara secara provinsi mencatatkan angka kemiskinan berkisar 637
persen. Dengan persentase 5,56 persen, Malinau berada di bawah rata-rata
nasional namun cukup dekat dengan angka provinsi.

Penurunan penduduk miskin secara absolut dan peningkatan IPM menjadi
75,21 pada 2025 menunjukkan bahwa jalur pembangunan yang ditempuh
mampu menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan, namun
diperlukan strategi konkret untuk menjaga momentum penurunan kemiskinan
agar tidak terganggu oleh gejala inflasi tinggi atau bencana alam di masa
mendatang.

(3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Malinau pada
tahun 2025 sebanyak 66.358 jiwa, dengan jumlah penduduk angkatan kerja
sebanyak 49.044 jiwa sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja
diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau pada tahun
2025 sebesar 76,52 mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 sebesar 73,23,
didorong oleh peningkatan partisipasi perempuan sebesar 5,90 poin persentase.
TPAK Kabupaten Malinau pada tahun 2025 mencapai tingkat yang lebih tinggi
artinya dari 100 total penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 73-74 orang yang
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termasuk dalam angkatan kerja, mencerminkan antusiasme mencari kerja yang
lebih besar.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Malinau adalah rasio
jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang mencerminkan
besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di
Kabupaten Malinau. Dengan demikian, semakin tinggi TPAK Kabupaten Malinau,
maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi
barang dan jasa.

Grafik 11.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2021 2022 2023 2024 2025

— TiNngkat Partisipasi Angkatan Kerja
Sumber : Malinau dalam Angka, 2026

(4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malinau pada tahun 2025
mencapai 3,42 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,32 poin persen
dibandingkan tahun 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan angkatan
kerja baru sebanyak 254 orang, terutama lulusan SMA/sederajat dan perguruan
tinggi yang aktif mencari pekerjaan, bukan akibat pemutusan hubungan kerja
(PHK). Kenaikan TPT ini sejalan dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK), khususnya pada perempuan yang naik 5,90 poin persen,
mencerminkan antusiasme lebih besar di pasar kerja meski penyerapan masih
menjadi tantangan.

Perubahan sekecil apa pun terhadap kesempatan kerja sangat
memengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Semakin tinggi
kesempatan Kkerja, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah.
Tantangan ke depan bagi Kabupaten Malinau adalah menciptakan lapangan
kerja dan usaha melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar
masyarakat, seperti pelatihan vokasi untuk lulusan baru dan pengembangan
sektor jasa.

Secara umum, TPT Kabupaten Malinau menunjukkan tren fluktuatif dari
tahun 2020 hingga 2025, dengan nilai yang relatif rendah dibandingkan rata-
rata nasional dan Provinsi Kalimantan Utara. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten
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Malinau tercatat sebesar 4,14 persen, lebih rendah dari TPT Kalimantan Utara
namun jauh lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 6,49 persen.
Hingga tahun 2025, TPT Malinau meningkat menjadi 3,42 persen, masih lebih
rendah dari TPT provinsi sekitar 3,85 persen dan nasional 4,85 persen (data
hingga Agustus 2025). Tren ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah, meski
ada kenaikan akibat dinamika demografi.

Grafik 11.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
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Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka 2026

Grafik 11.14
Perbandingan Capaian Kinerja Makro Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional
Tahun 2021-2025

2021 2022 2023 2024 2025

m Nasional m Provinsi Kalimantan Utara m Kabupaten Malinau

Sumber: BPS Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Malinau (2021-2025)
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2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
(1) Pariwisata

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau,
pada tahun 2025 terdapat 154 objek wisata yang tersebar di seluruh kecamatan
di Kabupaten Malinau. Objek wisata tersebut dikelompokkan ke dalam tiga
kategori, yaitu Wisata Alam sebanyak 114 objek (seperti air terjun, gunung, dan
sejenisnya), Wisata Buatan sebanyak 14 objek (seperti waduk, embung, dan
sejenisnya), serta Wisata Minat Khusus sebanyak 26 objek (seperti hiking, arung
jeram, dan kegiatan sejenis). Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Kayan Selatan
merupakan wilayah dengan jumlah objek wisata terbanyak, yaitu sebanyak 23
objek wisata.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Malinau selama tahun 2025
mencapai 383.794 orang, meningkat sebesar 1.092 persen dibandingkan tahun
sebelumnya, baik wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar daerah. Dari
total kunjungan tersebut, mayoritas merupakan wisatawan lokal sebanyak
369.711 orang. Peningkatan yang signifikan ini merupakan dampak dari
perayaan Festival Irau atau hari jadi Kabupaten Malinau.

Grafik 11.15
Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut Kecamatan di Kabupaten di
Kabupaten Malinau Tahun 2025

Jumlah Wisatawan

@ Jumlah Wisatawan

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Tabel 11.15
Jumlah Obyek Wisata menurut Jenis dan Kecamatan
di Kabupaten Malinau Tahun 2025

Kecamatan Alam Buatan Minat Khusus
1. Sungai Boh 10 0 0
2. Kayan Selatan 17 2 4
3. Kayan Hulu 6 2 0
4. Kayan Hilir 6 1 4
5. Pujungan 8 0 0
6. Bahau Hulu 11 0 5
7. Sungai Tubu 5 0 0
8. Malinau Selatan Hulu 4 0 0
9. Malinau Selatan 5 0 2
10. Malinau Selatan Hilir 6 1 2
11. Mentarang 8 2 2
12. Mentarang Hulu 7 0 0
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Kecamatan Alam Buatan Minat Khusus
13. Malinau Utara 16 3 4
14. Malinau Barat 4 2 1
15. Malinau Kota 1 1 2
Jumlah 114 14 26
Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026
Tabel 11.16

Jumlah Kunjungan Wisatawan menurut Kecamatan
di Kabupaten Malinau Tahun 2024-2025

2024 2025

Kecamatan Luar Luar Luar Luar

Lokal Daerah Negeri Lokal Daerah Negeri
1. Sungai Boh - - - - - -
2. Kayan Selatan - - - - - -
3. Kayan Hulu - - - - - -
4. Kayan Hilir - - - - - -
5. Pujungan - - - - - -
6. Bahau Hulu 807 350 - 2.013 312 10
7. Sungai Tubu - - - - - -
8. Malinau Selatan Hulu - - - - - -
9. Malinau Selatan 2.552 366 31 3.002 102 7
10. Malinau Selatan Hilir 13.340 2.700 112 21.607 1.449 99
11. Mentarang 8.226 1.115 131 18.495 1.614 95
12. Mentarang Hulu - - - - - -
13. Malinau Utara 2.159 265 34 2.076 181 54
14. Malinau Barat - - - - - -

15. Malinau Kota - - - 322.518 10.046 114

Jumlah 27.084 4.796 308 369.711 | 13.704 379

Sumber : Malinau Dalam Angka 2025 dan Malinau Dalam Angka 2026, 2026

(2) Pemuda dan Olah Raga

Pemuda usia 15-34 tahun merupakan 35,8 persen dari total penduduk
Kabupaten Malinau yang berjumlah 31.360 jiwa dari keseluruhan 87.582 jiwa
pada tahun 2025 (Malinau Dalam Angka 2026). Kondisi ini menunjukkan bonus
demografi yang signifikan sejalan dengan Misi 1 RPJMD 2025-2029
"Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas" melalui program inovasi
unggulan "Millennial Mandiri". Tantangan utama yang dihadapi adalah Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,42 persen dengan jumlah 1.735 orang
pada tahun 2025, didominasi laki-laki dan lulusan baru daerah. Program
prioritas "Millennial Mandiri" dalam RPJMD Kabupaten Malinau 2025-2029
secara konsisten menyerap tenaga kerja pemuda melalui pelatihan vokasi
berbasis potensi lokal pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.

Di bidang olahraga, Kabupaten Malinau menunjukkan komitmen serius
dengan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porov) Il Kalimantan Utara
tahun 2026 yang akan dibuka pada 9 September 2026 (Pijar Malinau, Radar
Tarakan). Penyelenggaraan Porov 2026 akan mendorong peningkatan
infrastruktur olahraga di seluruh kecamatan, selaras dengan 83 kegiatan
prioritas nasional JMN 2025-2029 pada klaster Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang sehat dan berestasi.

Tabel 11.17
Statistik Pemuda Kabupaten Malinau 2021-2025
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
Total Penduduk 82.501 84.500 85.200 86.471 87.582
Pemuda 15-34 tahun 29.500 30.200 30.500 30.900 31.360
Pengangguran Pemuda (%) 4,2 4.0 3,8 3,5 3,42
Jumlah Pengangguran 1.270 1.220 1.170 1.090 1.735

Sumber: Malinau Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Malinau, Dinas Tenaga Kerja, 2026
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2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
(1) Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya
manusia yang berkualitas, dengan pendidikan sebagai pilar utama peningkatan
kualitas tersebut. Peningkatan mutu pendidikan terus diupayakan melalui
perluasan akses pendidikan bagi penduduk serta peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama tahun 2025, di
Kabupaten Malinau terdapat sekitar 110 Sekolah Dasar (termasuk madrasah
ibtidaiyah), 42 Sekolah Menengah Pertama (termasuk madrasah tsanawiyah), 21
Sekolah Menengah Atas, dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan. Jumlah ini relatif
memadai mengingat jumlah penduduk yang masih terbatas, meskipun
tantangan geografis wilayah pedalaman tetap menjadi hambatan utama.

Rasio murid-guru di Malinau tetap ideal, dengan SD sekitar 7,5:1, SMP
6,8:1, SMA 8,5:1, dan SMK 9,0:1, sesuai standar Pasal 17 PP No. 74/2008
(maksimal 20:1 untuk SD/SMP/SMA dan 15:1 untuk SMK). Indikator partisipasi
sekolah menurut BPS 2025 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia
7-12 tahun mencapai 99,11%, usia 13-15 tahun 97,18%, sementara Angka
Partisipasi Murni (APM) SD ~98%, SMP ~90%, dan SMA ~75%. Peningkatan ini
berkontribusi pada lonjakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malinau
menjadi 75,21 pada 2025 (peringkat 2 tertinggi di Kaltara), didorong dimensi
pengetahuan, kesehatan, dan ekonomi, meskipun mutu literasi-numerasi masih
perlu perbaikan melalui program Disdik.Keberhasilan pembangunan suatu
wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan
merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena
itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan
membuka kesempatan seluasdluasnya kepada penduduk untuk mengenyam
pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pendidikan.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang
memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk
menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu
wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain:
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka
Partisipasi Murni (APM). Menurut data BPS tahun 2025, Angka Partisipasi Murni
untuk Sekolah Dasar di Malinau adalah sebesar 93,44 SMP 79,39 dan SMA
77,21. Angka tersebut dinilai wajar karena ratadrata 1 kecamatan hanya
memiliki 1 Sekolah Menengah Atas dan tidak semua desa di kecamatan tersebut
memiliki akses kesana.

Tabel 11.18
Angka APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

Jenjang Pendidikan 2021 2022 2023 2024 2025
Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SDh/MmI 104,91 105,74 104,40 108,69 110,42

- SMP/MTs 100,26 96,15 97,93 96,53 102,59

- SMA/SMK/MA 92,39 92,44 95,12 96,57 105,80
Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI 94,17 96,9 97,46 96,5 93,44
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Jenjang Pendidikan 2021 2022 2023 2024 2025
- SMP/MTs 82,10 82,24 82,11 86,2 79,39
- SMA/SMK/MA 68,53 68,83 68,31 72,7 77,21

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2022-2026, data diolah

Tabel 11.19

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri
dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut

Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid
Guru
1. Sungai Boh 1 41 4 10,25
2. Kayan Selatan - - - -
3. Kayan Hulu 2 50 11 4,55
4. Kayan Hilir 1 12 3 4,00
5. Pujungan 1 24 6 4,00
6. Bahau Hulu - - - -
7. Sungai Tubu - - - -
8. Malinau Selatan Hulu - - - -
9. Malinau Selatan 3 163 17 9,59
10. Malinau Selatan Hilir 1 27 6 4,50
11. Mentarang 2 125 11 11,36
12. Mentarang Hulu 1 20 6 3,33
13. Malinau Utara 6 200 19 10,53
14. Malinau Barat 3 142 16 8,88
15. Malinau Kota 11 641 73 8,78
Jumlah 32 1.445 172 8,40

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Tabel 11.20

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dibawah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut Kecamatan di

Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasg)ul;/luurid

1 | Sungai Boh 6 281 58 4,84
2 | Kayan Selatan 4 205 50 4,10
3 | Kayan Hulu 5 245 38 6,45
4 | Kayan Hilir 3 148 30 4,93
5 | Pujungan 8 289 61 4,74
6 | Bahau Hulu 6 127 47 2,70
7 | Sungai Tubu 5 92 45 2,04
8 | Malinau Selatan Hulu 7 313 61 5,13
9 | Malinau Selatan 6 743 86 8,64
10 | Malinau Selatan Hilir 7 336 74 4,54
11 | Mentarang 6 699 74 9,45
12 | Mentarang Hulu 8 142 51 2,78
13 | Malinau Utara 14 2.029 183 11,09
14 | Malinau Barat 10 1.308 129 10,14
15 | Malinau Kota 13 3.000 212 14,15

Kabupaten Malinau 108 9.957 1.199 8,30

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah
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Tabel 11.21
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah dibawah
Kementerian Agama menurut kecamatan di Kabupaten Malinau tahun
2025/2026

Kecamatan

Sekolah

Murid

Guru

Rasio Murid
Guru

Sungai Boh

Kayan Selatan

Kayan Hulu

Kayan Hilir

Pujungan

Bahau Hulu

Sungai Tubu

Malinau Selatan Hulu
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Malinau Selatan
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Malinau Selatan Hilir
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Mentarang
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Mentarang Hulu
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w

Malinau Utara

295

20

14,75

H
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Malinau Barat

=
al

Malinau Kota

1

4

6

0,67

Kabupaten Malinau

2

299

26

11,5

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah

Tabel 11.22
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut
Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

Kecamatan Sekolah Murid Guru Ras:;)ul;/luurid

1 | Sungai Boh 2 135 34 3,97
2 | Kayan Selatan 3 100 36 2,78
3 | Kayan Hulu 2 114 25 4,56
4 | Kayan Hilir 2 74 18 4,11
5 | Pujungan 2 101 20 5,05
6 | Bahau Hulu 1 75 9 8,33
7 | Sungai Tubu 1 39 13 3,00
8 | Malinau Selatan Hulu 2 109 32 3,41
9 | Malinau Selatan 2 304 36 8,44
10 | Malinau Selatan Hilir 4 148 51 2,90
11 | Mentarang 3 338 55 6,15
12 | Mentarang Hulu 1 30 13 2,31
13 | Malinau Utara 4 728 93 7,83
14 | Malinau Barat 4 636 85 7,48
15 | Malinau Kota 3 1.364 100 13,64

Kabupaten Malinau 36 4.295 620 6,93

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah

Tabel 11.23
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Swasta dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut

Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid Guru
1 | Sungai Boh - - - -
2 | Kayan Selatan - - - -
3 Kayan Hulu - - - -
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Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid Guru

4 | Kayan Hilir - - - -
5 | Pujungan - - - -
6 | Bahau Hulu - - - -
7 | Sungai Tubu - - - -
8 | Malinau Selatan Hulu - - - -
9 Malinau Selatan - - - -
10 | Malinau Selatan Hilir - - - -
11 | Mentarang - - - -
12 | Mentarang Hulu - - - -
13 | Malinau Utara 2 148 10 14,80
14 | Malinau Barat - - - -
15 | Malinau Kota 2 100 8 12,50

Kabupaten Malinau 248 18 13,78

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026. Data diolah

Tabel 11.24
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri

dibawah Kementerian Agama Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid

Guru
1 Sungai Boh - - - -
2 Kayan Selatan - - - -
3 Kayan Hulu - - - -
4 Kayan Hilir - - - -
5 Pujungan - - - -
6 Bahau Hulu - - - -
7 Sungai Tubu - - - -
8 Malinau Selatan Hulu - - - -
9 Malinau Selatan - - - -
10 Malinau Selatan Hilir - - - -
11 Mentarang - - - -
12 Mentarang Hulu - - - -

13 Malinau Utara 1 237 15 15,80
14 Malinau Barat - - - -

15 Malinau Kota 1 81 9 9,00

Kabupaten Malinau 2 318 24 13,25

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah

Tabel 11.25
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri

Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

dibawah Kementerian Dasar dan Menengah menurut Kecamatan di

Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid

Guru
1 | Sungai Boh 1 78 14 5,57
2 | Kayan Selatan 1 66 18 3,67
3 | Kayan Hulu 1 80 17 4,71
4 | Kayan Hilir 2 53 24 2,21
5 | Pujungan 1 54 11 4,91
6 | Bahau Hulu 1 51 16 3,19
7 | Sungai Tubu 1 37 12 3,08
8 | Malinau Selatan Hulu 1 40 11 3,64
9 | Malinau Selatan 1 194 15 12,93
10 | Malinau Selatan Hilir 1 25 14 1,79
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Kecamatan Sekolah Murid Guru Rasio Murid

Guru

11 | Mentarang 1 276 23 12,00
12 | Mentarang Hulu 1 35 14 2,50
13 | Malinau Utara 1 582 38 15,32
14 | Malinau Barat 1 554 32 17,31
15 | Malinau Kota 1 943 50 18,86
Kabupaten Malinau 16 3.068 309 9,93

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah

Tabel 11.26
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta
dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut

Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

Kecamatan Sekolah Murid B Rasio Murid

Guru
1 | Sungai Boh - - - -
2 Kayan Selatan - - _ -
3 | Kayan Hulu - - - -
4 | Kayan Hilir - - - -
5 | Pujungan - - - -
6 | Bahau Hulu - - - -
7 | Sungai Tubu - - _ -
8 | Malinau Selatan Hulu - - - -
9 Malinau Selatan - - - -
10 | Malinau Selatan Hilir - - - -
11 | Mentarang - - - -
12 | Mentarang Hulu - - - -

13 | Malinau Utara 1 8 1 8,00
14 | Malinau Barat - - - -

15 | Malinau Kota 3 106 24 4,42

Kabupaten Malinau 4 114 25 4,56

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah

Tabel 11.27
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Negeri dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut

Kecamatan di Kabupaten Malinau tahun 2025/2026

Kecamatan Sekolah Murid T Rasio Murid

Guru
1 | Sungai Boh - - - -
2 Kayan Selatan - - - -
3 | Kayan Hulu - - - -
4 | Kayan Hilir - - - -
5 | Pujungan - - - -
6 | Bahau Hulu - - - -
7 | Sungai Tubu - - - -
8 Malinau Selatan Hulu - - - -
9 | Malinau Selatan - - - -
10 | Malinau Selatan Hilir - - - -
11 | Mentarang - - - -
12 | Mentarang Hulu - - - -

13 | Malinau Utara 1 116 22 5,27

14 | Malinau Barat 1 168 26 6,46

15 | Malinau Kota 1 617 43 14,35

Kabupaten Malinau 3 901 91 9,90

Sumber

: Malinau Dalam Angka 2026, Data diolah
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Tabel 11.28

Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas
Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar di
Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025

Kecamatan Fasilitas Sekolah SD
2021 2024 2025

1. Sungai Boh 5 5 5
2. Kayan Selatan 4 4 4
3. Kayan Hulu 5 5 5
4. Kayan Hilir 4 3 3
5. Pujungan 8 8 8
6. Bahau Hulu 6 6 6
7. Sungai Tubu 5 5 5
8. Malinau Selatan Hulu 6 7 7
9. Malinau Selatan 6 6 7
10. Malinau Selatan Hilir 7 7 7
11. Mentarang 6 5 5
12. Mentarang Hulu 7 7 7
13. Malinau Utara 11 11 11
14. Malinau Barat 8 8 8
15. Malinau Kota 6 6 6
Jumlah 94 93 94

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Tabel 11.29

Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas

Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025

Fasilitas Sekolah SMP

Kecamatan

2021

2024

2025

Sungai Boh

Kayan Selatan

Kayan Hulu

Kayan Hilir

Pujungan

Bahau Hulu

Sungai Tubu

Malinau Selatan Hulu
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Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Tabel 11.30
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas
Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah
Atas di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025

Kecamatan Fasilitas Sekolah SMA
2021 2024 2025
1. Sungai Boh 1 1 1
2. Kayan Selatan 1 1 1
3. Kayan Hulu 1 1 1
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Kecamatan Fasilitas Sekolah SMA
2021 2024 2025
4. Kayan Hilir 2 2 2
5. Pujungan 1 1 1
6. Bahau Hulu 1 1 1
7. Sungai Tubu 1 1 1
8. Malinau Selatan Hulu 1 1 1
9. Malinau Selatan 1 1 1
10. Malinau Selatan Hilir 2 1 1
11. Mentarang 1 1 1
12. Mentarang Hulu 1 1 1
13. Malinau Utara 1 1 1
14. Malinau Barat 1 1 1
15. Malinau Kota 3 3 3
Jumlah 19 18 18
Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026
Tabel 11.31

Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas
Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025

Fasilitas Sekolah SMK

Kecamatan 2021 2024 2025

Sungai Boh - - -

Kayan Selatan - - -

Kayan Hulu - - -

Kayan Hilir - - -

Pujungan - - -

Bahau Hulu - - -

Sungai Tubu - - -

Malinau Selatan Hulu - - _
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Jumlah 4

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Tabel 11.32
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas
Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi
di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025

Fasilitas Perguruan Tinggi

K matan
ecamata 2021 2024 2024

Sungai Boh - - -

Kayan Selatan - - -

Kayan Hulu - - -

Kayan Hilir - - -

Pujungan - - -

Bahau Hulu - - _

Sungai Tubu - - -

Malinau Selatan Hulu - - -
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Malinau Selatan - - _

=
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Malinau Selatan Hilir - - _

=
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Mentarang - - -
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Kecamatan Fasilitas Perguruan Tinggi
2021 2024 2024
12. Mentarang Hulu -
13. Malinau Utara 1 1 1
14. Malinau Barat - 1 1
15. Malinau Kota - - -
Jumlah 1 2 2

Sumber : Malinau Dalam Angka, 2026

Penyediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing merupakan prioritas
utama pembangunan Kabupaten Malinau sesuai RPIMD 2025-2029, dengan
fokus peningkatan kualitas SDM merata di perkotaan, perdesaan, pedalaman,
hingga perbatasan melalui program inovasi daerah seperti Desa Sarjana Unggul
dan Wajib Belajar Malinau Maju. Upaya ini mencakup perluasan sarana
prasarana sekolah, pelatihan guru, serta peningkatan kualifikasi dosen untuk
menghasilkan lulusan kompeten yang siap bersaing di dunia usaha dan kerja.
Selain pendidikan dasar hingga menengah, Program Desa Sarjana Unggul
merupakan salah satu program prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten
Malinau dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas sesuai
Misi 1 RPIMD 2025-2029. Program ini difokuskan untuk mencetak tenaga
terampil dari berbagai desa di 15 kecamatan, dengan cakupan 103 desa hingga
April 2026.

Tabel 11.33

Statistik Peserta Program Desa Sarjana Malinau 2021-2025
Tahun Peserta Baru Kumulatif Cakupan Desa
2021 250 250 60
2022 350 600 80
2023 296 896 96
2024 450 1.346 100
2025 743 1.859 103

Sumber: Portal Satu Data Malinau
Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau

dalam memanfaatkan bonus demografi pemuda untuk pembangunan
berkelanjutan, selaras dengan prioritas nasional JMN 2025-2029 klaster
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keberhasilan program ini menjadi
momentum strategis dalam RKPD 2027 untuk memperluas akses pendidikan
vokasi dan mengurangi pengangguran pemuda di wilayah pedalaman.

Pada periode 2021-2025, capaian indikator literasi dan numerasi pada
jenjang SD dan SMP di Kabupaten Malinau menunjukkan tren peningkatan
secara umum, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Indikator
literasi SD meningkat dari 40,93 pada 2021 menjadi 53,50 pada 2023, namun
mengalami penurunan menjadi 44,13 pada 2025. Sementara itu, literasi SMP
terus membaik dari 47,38 menjadi 64,23. Untuk numerasi SD, capaian naik
signifikan dari 18,26 pada 2021 ke 42,63 pada 2024, sebelum turun sedikit
menjadi 39,15 pada 2025. Numerasi SMP juga progresif, dari 29,56 menjadi
56,95. Secara keseluruhan, capaian SMP lebih tinggi dan stabil dibandingkan
SD, menandakan perlunya intervensi khusus untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dasar.

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten
Malinau bertransformasi dari metode lama (skala 0-100 tertimbang berat)
menjadi metode baru nasional (skala 0-10 normalisasi) sesuai Renstra
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Peustakaan Nasional 2025-2029. Penurunan numerik dari 73,77 (2022, metode
lama) menjadi 6,34 (2025, metode baru) bukan indikasi kemunduran, melainkan
akibat perubahan baseline pengukuran yang lebih objektif dan seragam secara
nasional.

Tabel 11.34
Literasi dan Numerasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
Literasi SD 40,93 48,02 53,50 48,10 41,00
Literasi SMP 47,38 52,30 57,45 63,33 65,42
Numerasi SD 18,26 34,59 42,10 42,63 33,04
Numerasi SMP 29,56 33,41 53,00 56,45 56,96
Indeks Pembangunan NA 73,77 67,67 65,35 6,34
Literasi Masyarakat

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, 2026 dan Dinas Peustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Malinau, 2026

(2) Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu
daerah. Kondisi kesehatan yang baik memberikan kesempatan kepada penduduk
untuk aktif bekerja dan berkreasi. Di Kabupaten Malinau, terdapat 3 Unit Rumah
Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Malinau Utara,
Rumah Sakit Berjalan Langap di Malinau Selatan, dan Rumah Sakit Pratama
Long Ampung di Kayan Selatan. Selain itu, terdapat 1 unit Puskesmas di setiap
dari 15 kecamatan (termasuk Sungai Tubu yang kini memiliki Puskesmas utama
dan 4 Pustu), dengan 64,17% warga memilih puskesmas/pustu sebagai tempat
berobat jalan berdasarkan Susenas 2025.

Kesehatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas
dan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan kesehatan yang baik, merata, dan
bermutu merupakan hak dasar rakyat serta tolok ukur keberhasilan pemenuhan
hak tersebut. Berdasarkan data BPS Kaltara "Kabupaten Malinau Dalam Angka
2024", pada tahun 2023 terdapat 64 dokter, 480 perawat, 245 bidan, 51 tenaga
kefarmasian, 38 tenaga kesehatan masyarakat, 18 tenaga kesehatan lingkungan,
20 tenaga gizi, dan 35 ahli teknologi laboratorium medik. Jumlah ini relatif
memadai tapi masih kurang untuk wilayah luas dan geografis sulit. Tantangan
yang harus diatasi adalah pembangunan prasarana kesehatan, revitalisasi
Puskesmas/Posyandu, peningkatan RSUD sebagai rujukan, serta perbaikan
sanitasi dan gizi masyarakat

Tabel 11.35
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025
Kecamatan Rumah Sakit | Puskesmas Puskemas Apotek
Pembantu

1. Sungai Boh 0] 1 3 0
2. Kayan Selatan 1 1 3 0
3. Kayan Hulu 0 1 4 0
4. Kayan Hilir 0] 2 1 0
5. Pujungan 0 1 6 0
6. Bahau Hulu 0] 1 5 0]
7. Sungai Tubu 0 1 4 0
8. Malinau Selatan Hulu 0] 1 7 0]
9. Malinau Selatan 1 1 5 1
10.Malinau Selatan Hilir 0] 2 6 0]
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Kecamatan Rumah Sakit | Puskesmas Puskemas Apotek
Pembantu
11.Mentarang 0 1 5 1
12.Mentarang Hulu 0 1 9 0
13.Malinau Utara 1 1 11 2
14.Malinau Barat 0 2 6 1
15.Malinau Kota 0 1 4 3
Jumlah 3 18 79 8

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 11.36
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025
No Kecamatan Puskesmas Dokter Dol_<t_er Perawat | Bidan Tenaga_
Gigi Kefarmasian
1 | Malinau Kota Malinau Kota 6 2 27 21 4
2 | Malinau Utara Malinau 44 7 224 87 43
Seberang
Tanjung Lapang 4 1 24 11 2
3 | Malinau Barat
Sesua 1 17 9 2
4 | Mentarang
- Pulau Sapi 4 0 39 21 1
Sungai Tubu
Setulang 2 1 17 11 4
6 | Malinau Selatan Hilir
Sehati 1 0 10 7 1
Malinau Selatan Long Loreh 7 1 31 25 7
8 | Malinau Selatan Hulu Metut 1 0 10 9 1
Mentarang Hulu Long Berang 2 1 13 7 1
10 | Pujungan Long Pujungan 1 0 25 7 1
11 | Bahau Hulu Long Alango 1 0 16 6 0
Data Dian 1 0 14 10 2
12 | Kayan Hilir
Long Sule 0 0 4 3 1
13 | Kayan Hulu Long Nawang 0 0 10 13 2
14 | Kayan Selatan Long Ampung 5 0 25 13 4
15 | Sungai Boh Sungai Boh 0 0 10 4 1

Sumber : Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Malinau, 2026

Tabel 11.37
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Malinau Tahun 2025

Ahli Teknologi Tenaga Tenaga Tenaga
No Kecamatan Puskesmas Laboratorium Kesehatan Kesehatan Giz?
Medik Masyarakat | Lingkungan

1 Malinau Kota Malinau Kota 3 3 0 2
2 | Malinau Utara Malinau 14 5 4 8

Seberang

Tanjung Lapang 1 3 2 0
3 Malinau Barat

Sesua 2 2 2 1
4 | Mentarang

: Pulau Sapi 1 2 1 2

5 | Sungai Tubu

Setulang 2 2 2 1
6 Malinau Selatan Hilir

Sehati 1 1 1 1
7 | Malinau Selatan Long Loreh 2 9 3 2
8 Malinau Selatan Hulu Metut 1 3 1 0

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-36




RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027

Ahli Teknologi Tenaga Tenaga Tenaga
No Kecamatan Puskesmas Laboratorium Kesehatan Kesehatan a9
; . Gizi
Medik Masyarakat | Lingkungan
9 | Mentarang Hulu Long Berang 1 1 1 1
10 | Pujungan Long Pujungan 0 3 1 1
11 | Bahau Hulu Long Alango 1 1 1 1
Data Dian 0 0 1 1
12 | Kayan Hilir
Long Sule 0 1 0 0
13 | Kayan Hulu Long Nawang 1 4 1 0
14 | Kayan Selatan Long Ampung 2 5 1 1
15 | Sungai Boh Sungai Boh 0 4 1 1

Sumber : Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Malinau, 2026

(3) Sosial

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwva yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam maupun faktor non alam serta faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.Di Kabupaten Malinau, bencana alam seperti
gempa bumi dan tanah longsor tidak begitu signifikan terjadi, namun memang
terjadi di beberapa wilayah kecamatan atau desa/kelurahan. Berdasarkan data
Malinau Dalam Angka 2026, selama periode 202162025 tidak terdapat
desa/kelurahan yang melaporkan bencana gempa bumi, sedangkan tanah
longsor hanya terjadi di sejumlah kecamatan, masingZmasing 2 desa/kelurahan
pada tahun 2021 dan 2 desa pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 3 desa
pada tahun 2025.

Sementara itu, bencana banjir mengalami peningkatan yang cukup tajam.
Pada tahun 2021 tercatat 21 kejadian banjir di 21 desa/kelurahan tersebar di
berbagai kecamatan, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 43
desa/kelurahan terdampak, dan pada tahun 2025 melonjak menjadi 52
desa/kelurahan yang mengalami banjir. Jumlah desa/kelurahan yang
terdampak banjir terjadi di seluruh kawasan utama, terutama di wilayah
Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Kota, Mentarang, Mentarang
Hulu, dan Malinau Selatan Hilir yang menjadi fokus utama risiko banjir.

Dengan kondisi ini, tantangan ke depan bagi Kabupaten Malinau adalah
tetap menjaga kelestarian lingkungan dan seluruh ekosistem yang ada.
Pemanfaatan hutan harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan untuk
meminimalisir eksploitasi hutan yang berlebihan, mengingat banjir dan tanah
longsor umumnya dipicu oleh perubahan alih fungsi lahan dan kerusakan
tutupan hutan. Sebagai Kabupaten Konservasi, Malinau harus konsisten
menjaga perannya sebagai pelestari alam dan menjaga agar wilayahnya tetap
menjadi kawasan hijau yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat dan
ekosistem setempat.

Tabel 11.38
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam
Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2021, 2024, dan 2025

Banjir Gempa Bumi Tanah Longsor
2021 2024 | 2025 | 2021 2024 | 2025 | 2021 2024 2025

1. Sungai Boh - - - - - - - - -

Kecamatan

2. Kayan Selatan - - - - - - - - 2
3. Kayan Hulu 1 3 4 - - - - - 1
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Kecamatan Banjir Gempa Bumi Tanah Longsor
2021 | 2024 | 2025 | 2021 | 2024 | 2025 | 2021 | 2024 | 2025

4. Kayan Hilir 2 - 2 - - - 1 - -

5. Pujungan - 1 2 - - - - - -

6. Bahau Hulu - - 1 - - - - - -

7. Sungai Tubu 3 - 2 - - - - - -
8. Malinau Selatan

Hulu 1 B B B B B B B B

9. Malinau Selatan 2 - - - - - - - -
10. Malinau Selatan

Hilir 3 5 4 - - - - - -

11. Mentarang - 6 6 - - - 1 - -

12. Mentarang Hulu 1 4 4 - - - - -

13. Malinau Utara 5 9 9 - - - - 1 _

14. Malinau Barat 3 9 11 - - - - 1 _

15. Malinau Kota - 6 9 - - - - -

Jumlah 21 43 52 - - - 2 2 3

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

(4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau pada tahun 2025 tetap menjadi
salah satu fondasi utama dalam pembangunan dan konektivitas antar
desaZkecamatan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Secara
kewenangan, jaringan jalan di Malinau yang berada di bawah kewenangan
kabupaten dengan total panjang jalan sebesar 1.043,2 km. Dari total panjang
tersebut, jenis permukaan jalan pada tahun 2025 terdiri atas jalan beraspal
sepanjang 335,66 km, jalan kerikil 160,24 km, jalan tanah 541,75 km, dan jalan
jenis lainnya 5,55 km. Perkembangan ini menunjukkan upaya peningkatan jalan
beraspal, meskipun jalan tanah tetap mendominasi jaringan jalan di kabupaten.
Dari sisi kualitas, jalan pada tahun 2025 tercatat dalam kondisi baik sepanjang
291,45 km, sedang 24,57 km, rusak 4,09 km, serta rusak berat sepanjang 723,08
km, sehingga sebagian besar jalan masih berada pada kategori rusak dan rusak
berat. Kondisi ini menyebabkan mobilitas masyarakat dan barang antar
desaZkecamatan terhambat, biaya transportasi meningkat, serta berdampak
pada keterbatasan distribusi barang dan pemasaran hasil pertanian dan
kerajinan lokal. Tantangan ke depan pada tahun 2025 adalah terus mempercepat
peningkatan ruas jalan beraspal terutama yang menghubungkan
desaZkecamatan dengan ibu kota kabupaten serta pusat produksi dengan pusat
perdagangan dan industri kerajinan, memberikan perhatian khusus pada
pemeliharaan dan perbaikan jalan rusak dan rusak berat agar beralih ke kategori
sedang dan baik, serta memperkuat keterhubungan jalan Malinau dengan
kawasan perbatasan (misalnya jalan MalinaudLong Nawang) untuk memperkuat
konektivitas dan perekonomian daerah perbatasan. Infrastruktur jalan yang
lebih mantap pada tahun 2025 akan menjadi katalis penting bagi percepatan
pembangunan desa, penurunan kesenjangan wilayah, dan peningkatan kualitas
hidup masyarakat di Kabupaten Malinau.

Tabel 11.39
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah

Di Kabupaten Malinau 2023-2025 (km)
T'”g';itm'é?‘i’:ﬁgzngan 2023 2024 2025
1. Jalan Negara 21,49 21,49 21,49
2. Jalan Provinsi 111,82 111,82 111,82
3. Jalan Kabupaten 1.043,2 1.043,2 1.043,2
Jumlah 1.043,2 1.043,2 1.043,2

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026
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Tabel 11.40
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Malinau 2023-2025 (km)

Jenis Permukaan Jalan 2023 2024 2025
Aspal 296,58 245,38 335,66
Kerikil 229,89 284,49 160,24
Tanah 509,11 505,71 541,75

Lainnya 7,61 7,61 5,55
Jumlah 1.043,2 1.043,2 1.043,2

Sumber : Malinau dalam Angka 2026
Tabel 11.41

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Malinau 2023-2025 (km)

Jenis Permukaan 2023 2024 2025
Baik 215,91 238,41 291,45
Sedang 43,6 37,47 24,57
Rusak 28,63 22,55 4,09
Rusak Berat 755,06 744,76 723,08
Jumlah 1.043,2 1.043,2 1.043,2

Sumber : Malinau dalam Angka 2026

(5) Perumahan dan Permukiman

Upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan kualitas
tempat tinggal masyarakat ditunjukkan melalui program perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini merupakan bagian dari agenda strategis
untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta
mendukung pemenuhan hak atas hunian yang layak.

Berdasarkan data yang tersedia, selama kurun waktu 2020 hingga 2024,
capaian pengurangan jumlah unit RTLH menunjukkan dinamika yang cukup
fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian penanganan RTLH cukup tinggi yakni
sebesar 7,50 persen, menandakan adanya komitmen dan alokasi program yang
kuat di awal periode. Namun, pada tahun 2021, capaian mengalami penurunan
menjadi 3,31 persen, dan bahkan tidak ada penanganan yang tercatat pada
tahun 2022, yang mengindikasikan kemungkinan terhambatnya program akibat
kendala teknis, pembiayaan, atau dampak pandemi.

Grafik 11.16
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2024

35 3.31
3
2.5 236 2:3
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Sumber : Dinas PUPR dan Perkim, 2021-2024
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Pemulihan upaya penanganan mulai terlihat kembali pada tahun 2023
dengan capaian sebesar 2,36 persen, dan sedikit menurun menjadi 2,30 persen
pada tahun 2024. Meskipun tren setelah 2022 menunjukkan pemulihan, angka
capaian relatif lebih rendah dibanding awal periode, menunjukkan perlunya
penguatan konsistensi program perbaikan RTLH ke depan.

Secara keseluruhan, capaian pengurangan unit RTLH selama lima tahun
terakhir mencerminkan adanya langkah awal yang kuat namun belum diiringi
kesinambungan program yang optimal. Oleh karena itu, pada periode mendatang
dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi, sinergi dengan program bantuan
perumahan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta dukungan pembiayaan
alternatif untuk mempercepat pengurangan RTLH secara berkelanjutan di
Kabupaten Malinau.

(6) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tetap perlu adanya kewaspadaan di Kabupaten Malinau terkait keamanan,
mengingat terjadinya penurunan angka kriminalitas yang tertangani dimana
pada tahun 2023 menurun menjadi 78,53 persen setelah pada tahun
sebelumnya mencapai 95,38 persen, sehingga dengan adanya kewaspadaan
membuat angka kriminalitas yang tertangani alami kenaikan dari 90,40 persen
pada tahun 2024 menjadi 94,31 persen pada tahun 2025

Tabel 11.42
Kondisi Keamanan dan Ketertiban
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

Capaian Kinerja

No Indikator Kinerja Satuan
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 Angka Kriminalitas yang Tertangani % 90,77 95,38 78,53 90,40 | 94,31
2 Persentase Penegakan Perda % 100 100 100 100 100
3 Persentase G_angguz_in Trantibum % 100 100 100 100 100
yang dapat diselesaikan

Sumber : Satpol PP Kabupaten Malinau, 2026

Selanjutnya tolak ukur kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah
maupun Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan mencapai
100 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan
bahwa perhatian pemerintah dalam menjaga kondusivitas wilayah menjadi perlu
guna menciptakan kemakmuran masyarakat, khususnya rasa toleransi dan
kerukunan pada seluruh suku dan golongan.

(7) Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja baik lakiZlaki maupun perempuan meningkat pada
tahun 2025, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat
menjadi 3,42 persen, menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan angkatan Kkerja, terutama angkatan Kkerja
perempuan. Secara angka, pengangguran perempuan pada tahun 2025 tercatat
sebesar 731 orang dengan TPT perempuan mencapai 3,72 persen, lebih tinggi
dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,26 persen, sedangkan TPT lakizlaki justru
mengalami penurunan dari 3,59 persen menjadi 3,23 persen.

Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada
tahun 2025 cukup signifikan, yakni naik sekitar 5,90 poin sehingga TPAK
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perempuan mencapai kurang lebih 63,74 persen, menunjukkan semakin banyak
perempuan Malinau yang aktif masuk ke pasar kerja, baik bekerja maupun
sedang mencari pekerjaan. Namun, kenaikan angkatan kerja perempuan
tersebut belum sepenuhnya terserap oleh lapangan kerja yang tersedia sehingga
menyumbang peningkatan angka pengangguran perempuan dan mendorong
kenaikan TPT secara keseluruhan, sementara pengangguran laki-laki cenderung

menurun.

Tabel 11.43

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan
Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau

Tahun 2025
Jenis Kelamin
Kegiatan Utama Laki-Laki Perempuan Laki-Laki +
Perempuan
I. Angkatan Kerja 31.118 19.661 50.779
1. Bekerja 30.114 18.930 49.044
2. Pengangguran Terbuka 1.004 731 1.735
I1. Bukan Angkatan Kerja 4.393 11.186 15.579
1. Sekolah - - -
2. Mengurus Rumah Tangga - - -
3. Lainnya - - -
Jumlah 35.511 30.847 66.358

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

Tabel 11.44

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang bekerja Selama Seminggu yang
lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Malinau Tahun 2025

Status Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah
Berusaha Sendiri 3.121 2.206 5.327
Brerusa_ha dibantu buruh tidak tetap/buruh 6.489 3.188 9677
tidak dibayar
B_erusaha dibantu buruh tetap/buruh 647 368 1.015
dibayar
Buruh/Karyawan/Pegawai 13.694 6.367 20.061
Pekerjaan Bebas 1.842 568 2.410
Pekerja Keluarga/tidak dibayar 4.321 6.233 10.554

Jumlah 30.114 18.930 49.044

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

Tabel 11.45

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di
Kabupaten Malinau Tahun 2023 dan 2024

Indikator Ketenagakerjaan 2024 2025 Perubahan (Poin)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,10 3,42 +0,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 73,23 76,52 +3,29

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

(8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengarusutamaan gender merupakan langkah penting untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang
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berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai apabila perempuan
dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan
sosial. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan
untuk mengukur kesetaraan gender di suatu wilayah atau negara. IPG mencakup
beberapa dimensi utama, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi
ekonomi. Di Kabupaten Malinau, IPG menunjukkan peningkatan yang konsisten
dari 81,36 pada tahun 2020 menjadi 83,06 pada tahun 2024 dan 84,78 di tahun
2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender di
Kabupaten Malinau.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi perempuan
dalam pembangunan. Meskipun IDG menunjukkan peningkatan dari 68,85 pada
tahun 2020 hingga mencapai 70,11 pada tahun 2021, terdapat sedikit
penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,10 namun meningkat kembali pada
tahun 2024 menjadi 76,58. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan,
masih ada tantangan dalam memberdayakan perempuan di Kabupaten Malinau.

Ketimpangan gender dalam pembangunan dapat menghambat pencapaian
potensi pembangunan secara optimal. Ildealnya, penduduk laki-laki dan
perempuan memiliki akses yang sama dalam berkontribusi terhadap
pembangunan, mengendalikan sumber daya pembangunan, dan mendapatkan
manfaat dari pembangunan secara adil dan setara. Indeks Ketimpangan Gender
(IKG) mengukur kerugian dari pencapaian pembangunan manusia akibat
ketidaksetaraan gender, yang mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan, dan
akses pasar tenaga kerja. Di Kabupaten Malinau, IKG menurun dari 0,515 pada
tahun 2021 menjadi 0,511 pada tahun 2022, 0,491 pada tahun 2023 dan 0,480
dan 0,448 pada tahun 2024 dan tahun 2025. Secara umum ketimpangan gender
di Kabupaten Malinau menunjukkan tren penurunan. Secara keseluruhan,
meskipun ada kemajuan dalam beberapa indikator, masih diperlukan upaya
lebih lanjut untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan gender di
Kabupaten Malinau.

Tabel 11.46
Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks
Ketimpangan Gender Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
Indeks Pembangunan Gender 81,95 82,61 82,86 83,06 84,78
Belum

Indeks Pemberdayaan Gender 70,11 69,10 72,55 76,58 rilis
Indeks Ketimpangan Gender 0,515 0,511 0,491 0,480 0,448

Sumber: BPS Kabupaten Malinau, 2026

Kemudian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebuah
indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah
memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang memadai bagi
mereka. Indeks ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan anak,
seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi, serta partisipasi anak dalam kehidupan sosial dan
budaya. Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2024, IPA di Kabupaten
Malinau mencapai 69,02 dimana angka tersebut masih mengindikasikan belum
optimalnya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak anak, kemudian untuk
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mengevaluasi pemenuhan hak anak dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak
capaian tahun 2024 sebesar 71,10 poin serta untuk memonitor pelaksanaan
perlindungan khusus anak dengan Indeks Pelindungan Khusus Anak capaian
tahun 2024 sebesar 78,02 poin.

(9) Pangan

Secara umum, capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau
selama 202162025 memperlihatkan tren yang tidak sepenuhnya stabil. Setelah
mengalami penurunan pada 2022, IKP membaik pada 2023 dan mencapai titik
tertinggi pada 2024. Pada 2025, IKP turun menjadi 68,84 poin. Perubahan ini
perlu diinteretasikan secara hati-hati karena penyusunan IKP 2025
menggunakan metodologi yang telah dimutakhirkan, sehingga nilai 2025 tidak
sepenuhnya sebanding dengan tahun sebelumnya dan lebih tepat diperlakukan
sebagai titik awal evaluasi baru.

Tabel 11.47
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
Indeks Ketahanan Pangan (Poin) 70,78 67,25 73,08 74,67 68,84

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, 2026

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Malinau
mengalami fluktuasi signifikan sepanjang 2021-2025. Pada tahun 2021, angka
ini meningkat tajam menjadi 16,35%, kemudian mencapai puncak tertinggi
sebesar 19,89% pada 2022. Tren membaik mulai terlihat pada 2023 dengan
penurunan ke 16,64%, dilanjutkan penurunan signifikan menjadi 11,44% pada
2024, namun mengalami kenaikan kembali menjadi 13,95% pada 2025 akibat
dampak banjir berulang yang melanda wilayah pada Januari dan Mei 2025.Data
ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi pemerintah daerah berhasil
menurunkan prevalensi secara substansial pada 2023-2024, kenaikan pada
2025 yang dipicu bencana alam mengindikasikan kerentanan terhadap
gangguan cuaca ekstrem. Lonjakan awal periode (2021-2022) dan rebound 2025
memerlukan analisis mendalam faktor pemicu untuk mencegah risiko serupa,
sementara upaya perbaikan ketahanan pangan harus diperkuat melalui mitigasi
bencana dan cadangan pangan berkelanjutan dalam RPJMD.

Grafik 11.17
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

19.89

10

2021 2022 2023 2024 2025

— P ravelansi

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2026
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(10) Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Malinau tercermin dari
capaian kinerja lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Kinerja
lingkungan hidup ditunjukkan melalui upaya pengendalian pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada media air, udara, serta pemenuhan
persetujuan lingkungan termasuk dokumen AMDAL. Adapun Kinerja
pengelolaan persampahan tercermin dari kegiatan pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah. Capaian Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malinau pada tahun 2025 meningkat
dibandingkan tahun 2024, yaitu dari 79,33 menjadi 87,24. Peningkatan tersebut
didukung oleh membaiknya Indeks Kualitas Air (IKA) dari 51,08 menjadi 72,77,
Indeks Kualitas Udara (IKU) yang relatif stabil meskipun sedikit menurun dari
94,38 menjadi 93,77, serta Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang tetap berada pada
angka 100. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan
hidup di Kabupaten Malinau masih berada pada kategori baik, namun tetap
memerlukan penguatan pengendalian pencemaran air dan peningkatan
pengelolaan persampahan secara berkelanjutan.

Tabel 11.48
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

Indikator 2021 2022 2023 2024 2025
Indeks Kualitas Air (IKA) 55,83 62,38 62,38 51,08 72,77
Indeks Kualitas Udara (IKU) 91,15 95,20 96,71 94,38 93,77
Indeks Kualitas Lahan (IKL) 100 100 100 100 100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 84,27 83,91 84,52 79,33 87,24

Sumber: DLHD Kabupaten Malinau, 2026

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan
pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif
adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Persentase usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang
berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi
kewenangan Kabupaten/Kota merupakan salah satu indikator kinerja dalam
urusan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan izin lingkungan.

Kabupaten Malinau juga turut berupaya dalam memberikan ruang gerak
kepada masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi dan saling berinteraksi
dalam bentuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Definisi RTH pada
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dasarnya merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi
oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan
atau sarana lingkungan/kota dan atau pengamanan jaringan prasarana dan
atau budidaya pertanian. Penyediaan RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30 persen dari seluruh
luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20 persen peruntukan RTH yang bersifat
publik dan 10 persen diantaranya bersifat privat. Adapun dari pemanfaatan
ruang mencapai 8,31 persentase pemanfaatan ruang di Kabupaten Malinau

Tabel 11.49
Persentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022
Indikator 2018 2019 2020 2021 2022
Persentase Pemanfaatan Ruang 8,23 8,23 8,23 8,31 8,31

Sumber : KLHS RPIMD Kabupaten Malinau, 2024

(11) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses
terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai,
aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta
penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan jumlah
Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun di Kabupaten Malinau memiliki 109
desa, dimana pada tahun 2025 sebanyak 29 desa berstatus desa mandiri
sehingga persentase desa Mandiri di Kabupaten Malinau mencapai 26,61 persen.
Kemudian status desa Maju di Kabupaten Malinau sebanyak 31 desa, sehingga
persentase desa Maju sebesar 28,44 persen dan status Desa Berkembang
sebanyak 49 desa dengan persentase 44,95 persen.

(12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Malinau merupakan salah satu
indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam
meningkatkan kualitas hidup keluarga sebagai unit dasar masyarakat.
Pembangunan keluarga diarahkan pada penguatan aspek kesehatan,
pendidikan, ekonomi, serta ketahanan dan keharmonisan hubungan
antaranggotanya. Melalui pengembangan layanan kesehatan keluarga,
pendidikan anak, penguatan ekonomi produktif, dan peningkatan peran
keluarga dalam pengasuhan serta pengambilan keputusan, diharapkan tercipta
keluarga yang sejahtera, mandiri, dan tangguh. Capaian Indeks Pembangunan
Keluarga Kabupaten Malinau pada tahun 2023 sebesar 67,37, sedangkan pada
tahun 2025 sebesar 53,9. Penurunan capaian tersebut mengindikasikan bahwa
masih terdapat tantangan dalam pemenuhan fungsi keluarga, terutama pada
aspek kesejahteraan, ketahanan, dan kualitas interaksi antaranggota keluarga.
Kondisi ini juga dapat dipengaruhi oleh belum meratanya akses layanan
pendukung keluarga, keterbatasan pemberdayaan ekonomi keluarga, serta
perlunya penguatan program intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

(13) Perhubungan
Perhubungan udara di Kabupaten Malinau semakin penting sebagai tulang
punggung konektivitas di wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan banyak
kabupaten/kota, serta bermedan perbukitan, hutan, dan sungai yang sulit
dijangkau darat. Berdasarkan o0Malinau dalam Angka 20266 yang
menggambarkan kondisi 2025, pergerakan penerbangan dan jumlah penumpang

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-45



RKPD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2027

di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau menunjukkan peningkatan
dibandingkan tahunitahun sebelumnya, sejalan dengan pulihnya aktivitas
perekonomian dan pemerintahan pasca pandemi. Peningkatan ini juga didukung
oleh pertumbuhan ekonomi Malinau sekitar 3,56 persen pada 2025 dan PDRB
per kapita di atas 210 juta per tahun, yang meningkatkan kebutuhan mobilitas
manusia dan barang.Namun, tantangan konektivitas Malinau masih besar
karena wilayah yang luas, medan sulit, dan infrastruktur jalan darat yang
terbatas membuat banyak desa sangat bergantung pada akses udara. Rute
penerbangan komersial yang terbatas, kapasitas pesawat yang kecil, serta biaya
tiket yang relatif tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat umum.
Ketergantungan pada sektor pertambangan juga membuat kebutuhan
perjalanan dan barang fluktuatif, sehingga jaringan penerbangan perlu diperkuat
melalui peningkatan frekuensi rute, optimalisasi fungsi bandara sebagai simpul
konektivitas kawasan perbatasan, dan integrasi antara moda udara, darat, dan
perairan. Dengan demikian, perhubungan udara dapat menjadi kunci
memperkecil kesenjangan ruang dan mendukung percepatan pembangunan di
wilayah yang sangat luas dan bermedan sulit.

Tabel 11.50
Lalu Lintas Udara di Bandara menurut Bulan
di Kabupaten Malinau, Tahun 2025

ik Penerbangan Penumpang
Datang Berangkat Datang Berangkat
Januari 127 102 1.130 1.054
Februari 176 148 1.394 1.235
Maret 178 156 1.278 1.243
April 167 154 1.270 1.640
Mei 182 168 1.480 2.907
Juni 176 165 1.367 5.339
Juli 192 341 1.534 1.584
Agustus 206 195 1.493 1.254
September 198 184 1.093 1.631
Oktober 216 193 1.781 1.623
November 202 197 1.551 1.374
Desember 184 175 1.349 1.246
Total Tahun 2025 2.204 2.178 16.720 22.130

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

Selain transportasi udara, peningkatan volume penumpang juga terjadi
pada transportasi laut yaitu speed boat. Dapat dilihat pada tabel di bawah,
jumlah penumpang sepanjang tahun 2025 meningkat sebesar 6,04 persen
dibanding tahun 2024.

Tabel 11.51
Jumlah Penumpang Speed Boat menurut Bulan di Kabupaten Malinau,
Tahun 2021-2025

Bulan 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 3.727 7.833 3.727 11.947 13.348
Februari 3.926 6.400 3.933 10.014 11.136
Maret 4.731 6.908 4.731 14.545 12.892
April 5.001 7.514 5.001 14.379 16.594
Mei 4.663 9.716 4.663 11.818 12.369
Juni 7.778 9.335 7.733 14.025 14.680
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Bulan 2021 2022 2023 2024 2025

Juli 2.654 10.498 3.806 15.129 15.919
Agustus 5.029 9.906 2.654 12.854 12.170
September 6.161 8.148 5.029 12.119 13.428
Oktober 7.560 8.778 6.161 13.034 14.316
November 8.096 9.185 7.560 12.677 13.263
Desember 3.806 8.096 8.096 13.950 15.825

Jumlah 63.132 102.317 63.094 156.491 165.940

Sumber : Malinau Dalam Angka 2025 dan 2026

Jumlah angkutan yang layak jalan di Kabupaten Malinau mengalami
fluktuasi namun cenderung meningkat dalam periode 202162025. Pada tahun
2021 tercatat sebanyak 1.983 unit angkutan, jumlah yang sama juga tercatat
pada tahun 2022. Pada 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 964 unit,
namun kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 2.989 unit, dan
sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 2.297 unit.

Jenis angkutan didominasi oleh mobil penumpang dan mobil barang bukan
umum. Pada tahun 2021382022, mobil penumpang tercatat sebanyak 97 unit dan
mobil barang bukan umum sebanyak 1.629 unit. Pada tahun 2023, data mobil
penumpang tidak tersedia, sedangkan mobil barang bukan umum sebanyak 874
unit. Pada tahun 2024, mobil penumpang melonjak menjadi 1.658 unit,
sementara mobil barang bukan umum mencapai 1.012 unit, dan pada tahun
2025 mobil penumpang menurun menjadi 1.340 unit, sedangkan mobil barang
bukan umum sebanyak 737 unit.Tantangan yang harus diatasi terkait dengan
peningkatan jumlah angkutan ini adalah pembangunan jalan yang memadai,
penataan lalu lintas, serta penyediaan dan pemeliharaan rambuZrambu lalu
lintas agar dapat menjamin keselamatan dan kelancaran arus transportasi di
Kabupaten Malinau.

Tabel 11.52
Jumlah Angkutan yang Layak Jalan menurut Jenis Kendaraan
di Kabupaten Malinau 2021-2025

Jenis Angkutan 2021 2022 2023 2024 2025

Mobil Penumpang 97 97 - 1.658 1.340
Mobil Barang 168 168 - 146 42
Mobil Barang Bukan Umum 1.629 1.629 874 1.012 737
Mobil barang dinas 56 56 57 140 156
Mobil Bus Umum 14 14 14 - -
Mobil Bus Bukan Umum 6 6 6 7 10
Mobil Bus Dinas 2 2 2 15 12
Kendaraan Khusus Bukan Umum 8 8 8 8 -
Kendaraan Khusus Dinas 3 3 3 3 -

Jumlah 1.983 1.983 964 2.989 2.297

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2025 dan 2026

Tabel 11.53
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teregister menurut Jenis Kendaraan di

Kabupaten Malinau Tahun 2025

Jenis Angkutan 2025
Mobil Penumpang 1.340
Bus 22
Mobil Beban -
Sepeda Motor 7.610
Jumlah 8.972

Sumber : Malinau Dalam Angka Tahun 2026
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(14) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan yang
memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Malinau,
khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan
berbasis data, serta mendorong pembangunan inklusif hingga ke wilayah teencil.
Di tengah wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan banyak daerah, dan
memiliki banyak desa teencil, layanan informasi dan teknologi komunikasi
menjadi tulang punggung dalam menghubungkan pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha. Dalam kerangka program inovasi daerah, urusan ini mencakup
pengelolaan informasi publik yang terbuka, penguatan infrastruktur
telekomunikasi, pengembangan layanan penyiaran, pembangunan ekosistem
digital teadu, serta perlindungan keamanan dan privasi data dalam tata kelola
pemerintahan.

Dalam konteks pembangunan daerah, komunikasi dan informatika menjadi
fondasi penting untuk mendukung kelima program inovasi daerah Malinau,
seperti 0Smart Government (SAGET)0, 6Desa Sarjanad, 0Wajib Belajar Malinau
Majud, dan program-program desa digital, serta penguatan pelayanan publik
berbasis data. Penerapan Portal Satu Data, SAGET, dan sistem pemerintahan
berbasis elektronik mempercepat transformasi birokrasi, meningkatkan literasi
digital aparatur dan masyarakat, serta memperluas akses informasi di desaZdesa
teencil. Konektivitas digital juga menjadi instrumen pendukung dalam
pengambilan keputusan perencanaan pembangunan, pengelolaan data
penduduk, pelayanan administrasi kependudukan, serta penguatan partisipasi
masyarakat melalui kanal informasi yang terbuka dan terukur.

Pencapaian digitalisasi di Kabupaten Malinau terlihat dari kinerja lapangan
usaha informasi dan komunikasi dalam PDRB, yang meskipun kontribusinya
terhadap struktur ekonomi masih relatif kecil dan fluktuatif, namun
pertumbuhannya cukup signifikan bahkan pada saat pertumbuhan ekonomi
Malinau secara umum mengalami perlambatan atau kontraksi akibat pandemi
COVIDZ19. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan berbasis informasi,
telekomunikasi, dan aplikasi digital justru menjadi pendorong penting
keberlangsungan aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Dengan
demikian, komunikasi dan informatika tidak hanya selaras dengan misi Malinau
dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan sumber daya manusia yang
unggul, tetapi juga menjadi pilar kunci dalam mewujudkan pembangunan
berbasis inovasi, data, dan keterhubungan digital di seluruh wilayah Kabupaten
Malinau.

Tabel 11.54
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Informasi dan
Komunikasi di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**
Pertumbuhan Ekonomi
Informasi dan Komunikasi 8,87 8,01 3,95 8,72 3,49

(%)

Kontribusi PDRB Kategori
Informasi dan Komunikasi 0,37 0,31 0,31 0,36 0,37
(%)

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka, 2026
*angka sementara ** angka sangat sementara
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(15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi
kerakyatan di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah terus mendorong
penguatan kelembagaan koperasi agar mampu menjadi wadah ekonomi yang
sehat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus beeran aktif dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.

Selama periode 202202025, data jumlah koperasi aktif di Kabupaten
Malinau menunjukkan tren peningkatan yang nyata. Pada tahun 2022 tercatat
sebanyak 98 koperasi aktif, meningkat menjadi 100 unit pada tahun 2023, 101
unit pada tahun 2024, dan melonjak menjadi 213 unit pada tahun 2025.
Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas tata kelola koperasi,
bertambahnya koperasi aktif, pelaporan keuangan yang lebih tertib, serta
peningkatan daya saing koperasi dalam menjalankan usaha produktif.

Pada tahun 2024 terdapat 101 koperasi aktif di Kabupaten Malinau, dan
sekitar 65,3 persen di antaranya berada di Kecamatan Malinau Utara, Malinau
Barat, dan Malinau Kota. Pada tahun 2025, jumlah koperasi aktif mencapai 213
unit, dengan penambahan koperasi merah putih yang mencapai 108 koperasi,
terutama tersebar di Kecamatan Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Kota,
serta beberapa kecamatan di wilayah perbatasan dan pedalaman seperti Malinau
Selatan, Mentarang, Pujungan, dan Kayan Hulu.

Pentingnya peningkatan jumlah koperasi di Kabupaten Malinau terletak
pada kemampuannya untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan
perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan. Koperasi
menjadi wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas akses
pembiayaan, menyerap tenaga kerja lokal, serta memperkuat rantai pasok lokal
dalam rangka diversifikasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 11.55
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan

di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025

Kecamatan 2022 2023 2024 2025
1. Sungai Boh 6 6 4 12
2. Kayan Selatan 4 4 4 8
3. Kayan Hulu 1 1 1 6
4. Kayan Hilir 4 4 4 9
5. Pujungan 3 3 3 12
6. Bahau Hulu 1 1 1 8
7. Sungai Tubu - - - 5
8. Malinau Selatan Hulu 1 1 1 9
9. Malinau Selatan 7 7 7 16
10. Malinau Selatan Hilir 4 4 4 11
11. Mentarang 5 5 5 11
12. Mentarang Hulu 1 1 1 11
13. Malinau Utara 15 16 16 29
14. Malinau Barat 16 16 16 26
15. Malinau Kota 30 31 34 40
Jumlah 98 100 101 213

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026
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Grafik 11.18
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi
di Kabupaten Malinau Tahun 2025

7

"

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

(16) Penanaman Modal

Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan daerah.
Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya menciptakan iklim investasi
yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, promosi potensi daerah, serta
penguatan infrastruktur penunjang kegiatan usaha.

Berdasarkan data tahun 202182025, tren peningkatan investasi di
Kabupaten Malinau menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2021,
pertumbuhan investasi melonjak tajam mencapai 241,53 persen, sebagai hasil
dari masuknya investasi strategis dan pulihnya sektor pertambangan serta
perkebunan. Tahun 2022 masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan
127,56 persen, menandakan keberlanjutan ekspansi usaha. Pada tahun 2023,
pertumbuhan melambat menjadi 18,11 persen, mengindikasikan penyesuaian
pasar pasca-lonjakan sebelumnya. Tahun 2024 kembali menguat dengan
pertumbuhan 76,75 persen, didorong proyek penanaman modal dalam negeri
dan promosi pemerintah daerah. Sementara itu, tahun 2025 menunjukkan
pertumbuhan stabil melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 11,76
persen, yang menyumbang utama pada pertumbuhan ekonomi keseluruhan 3,56
persen, dengan realisasi investasi lokal mencapai 168 miliar pada triwulan 1.

Peningkatan pada 2025 didukung sektor sekunder seperti industri dan
konstruksi yang tumbuh hingga 18,92 persen, serta kontribusi pertambangan
mencapai 52,97 persen terhadap PDRB 18,84 triliun. Secara keseluruhan, tren
lima tahunan ini menunjukkan daya tarik investasi Malinau yang kuat meski
fluktuatif. Ke depan, konsistensi dalam menciptakan kepastian hukum,
penyediaan infrastruktur pendukung, serta fasilitasi kemitraan usaha menjadi
kunci untuk menjaga pertumbuhan investasi yang sehat, inklusif, dan
berkelanjutan di Malinau.
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(17) Statistik

Pembangunan statistik menjadi pondasi krusial dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RPJPD Kabupaten Malinau 2025-2045
dan RPIJMD Kabupaten Malinau 2025-2029 yang berbasis bukti. Statistik yang
akurat, terkini, dan mudah diakses memungkinkan pemerintah daerah
merumuskan kebijakan tepat sasaran, mengukur kinerja lima program inovasi
utama seperti SAGET, Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul,
Pertanian Sehat (PESAT), serta Milenial Mandiri, serta mengidentifikasi isu
prioritas seperti pemerataan pembangunan wilayah selatan dan pengelolaan
sumber daya alam.

Di tengah transformasi digital, statistik Malinau tidak hanya berfungsi
sebagai instrumen teknis, melainkan alat strategis untuk membangun
kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, serta mewujudkan tata
kelola yang transparan dan akuntabel sesuai visi RPJMD Kabupaten Malinau
Tahun 2025-2029. Melalui program Satu Data Indonesia, serta laporan kinerja,
sambil mengatasi tantangan geografis teencil dan ketergantungan ekonomi pada
komoditas primer.

Oleh karena itu, investasi dalam sistem statistik Malinauftermasuk
penguatan BPS lokal, pelatihan SDM literasi data, dan infrastruktur digitalin
menjadi langkah fundamental untuk mempercepat transformasi digital melalui
SAGET, memastikan pembangunan inklusif yang berkeadilan bagi masyarakat
adat dan pedesaan, serta mendukung enam misi besar RPJMD guna
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan Kegiatan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup kabupaten. Kegiatan ini berupa
Pengumpulan, Pemeriksaan dan Publikasi Data Statistik melalui portal SATU
DATA MALINAU (data.malinau.go.id) serta melaksanakan Forum Data Satu Data
Kabupaten Malinau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 050
Tahun 2024 dan peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Malinau sebagai wadah
koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Malinau. Kegiatan ini
bertujuan untuk menyediakan data dan informasi hasil pembangunan guna
perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui Satu
Data Malinau serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan.

(18) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan merupakan upaya untuk memperkuat,
melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya yang kaya dan beragam di
Kabupaten Malinau, meliputi seni, tradisi Dayak, bahasa lokal, agama, adat
istiadat, serta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Pembangunan ini
menjadi bagian integral dari visi RPIMD 2025-2029 "Malinau Maju, Mandiri, dan
Sejahtera”, di mana Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dirumuskan sebagai
rapor utama untuk mengukur kemajuan budaya daerah.

Adapun capaian IPK di Kabupaten Malinau merujuk pada IPK Provinsi
Kalimantan Utara mengalami tren peningkatan secara keseluruhan selama
2021062025, dari 50,08 pada tahun 2021 menjadi 56,25 pada tahun 2025,
meskipun fluktuatif akibat tantangan pandemi awal dan pemulihan pasca-2022.
Secara rinci, IPK tercatat 50,08 (2021) akibat kontraksi kegiatan budaya, pulih
menjadi 52,94 (2022), naik ke 54,12 (2023), mencapai 55,40 (2024), dan menguat
pada 56,25 (2025) didorong program pelestarian seperti festival IRAU dan
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integrasi budaya dalam lima inovasi daerah. Peningkatan ini mencerminkan
komitmen pemerintah daerah dalam melindungi 109 desa, mendukung kesenian
lokal melalui Disdikbudpora, serta mengintegrasikan dimensi budaya dalam
transformasi digital SAGET, sehingga memperkuat identitas Malinau sebagai
kawasan konservasi budaya yang berkelanjutan.

(19) Perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Malinau
menunjukkan dinamika perubahan yang cukup tajam selama periode 20229
2025, terutama akibat penyesuaian metode pengukuran pada tahun-tahun
akhir. Pada tahun 2022, IPLM tercatat sebesar 73,77, yang menjadi capaian
tertinggi dalam periode ini, menunjukkan percepatan akses literasi, peningkatan
kunjungan peustakaan, dan keterlibatan aktif masyarakat setelah pelonggaran
pembatasan pandemi.

Pada tahun 2023, IPLM mengalami penurunan menjadi 67,67 akibat
penyesuaian indikator dan perbaikan kualitas data, meskipun kegiatan literasi
secara faktual terus berkembang melalui program pelatihan petugas peustakaan
desa dan gerakan gemar membaca. Tren kemudian kembali menguat dengan
capaian 65,35 pada tahun 2024, yang didukung penguatan jaringan literasi di
desa, peningkatan partisipasi komunitas, serta integrasi program literasi dalam
lingkungan sekolah dan OPD terkait.

Pada tahun 2025, IPLM tercatat sebesar 6,34, yang secara nilai sangat
menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan
mencerminkan kemerosotan literasi, melainkan dampak perubahan metode
pengukuran dan skala perhitungan IPLM, di mana bobot indikator disesuaikan
sesuai pedoman baru, sehingga nilai indeks menjadi lebih rendah secara
numerik. Secara substansi, akses literasi, kegiatan membaca, dan penguatan
ekosistem literasi di Kabupaten Malinau-termasuk perluasan akses baca digital
di 109 desa dan integrasi dalam transformasi digital SAGET-tetap mengalami
peningkatan dan semakin terstruktur.

Capaian ini menunjukkan Pemda Malinau semakin berhasil membangun
fondasi literasi kuat melalui integrasi Satu Data Indonesia, pelibatan komunitas
adat, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses belajar
inklusif bagi masyarakat pedesaan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
(1) Pertanian

Sebagai kabupaten dengan wilayah terbesar di Provinsi Kalimantan Utara,
Kabupaten Malinau memiliki Potensi untuk mengembangkan sektor pertanian.
5 (lima) komoditas sayur dan buah-buahan terbesar sepanjang tahun 2025
adalah semangka sebanyak 8.800 kuintal, kemudian sawi sebanyak 7.400
kuintal disusul melon, kacang panjang dan kubis sebanyak 5.510 kuintal, 4.665
kuintal dan 3.600 kintal.

Selanjutnya dari sektor perkebunan Rakyat di Kabupaten Malinau
didominasi tanaman Kelapa Sawit dimana setiap tahunnya produksi terus
meningkat hingga tahun 2023 mencapai 4.788 Ton dengan luas areal tanam
3.118,3 hektar. Melihat perkembangan sektor pertanian perkebunan di
Kabupaten Malinau kedepan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk
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meningkatkan produksi guna menopang pertumbuhan perekonomian hingga
berdampak pada peningkatan pendapat asli daerah.

Tabel 11.56

Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis
Tanaman (ha) di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025

Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025*
Sayuran dan buah-buahan
1. Bawang Daun 8 3 7 2
2. Bawang Merah 0 1 0 0]
3. Bawang Putih 0 0 0 0
4. Bayam 17 12 39,6 19
5. Buncis 0 0] 8,4 0]
6. Cabai Besar (Group) 16 14 7,3 9
7. Cabai Besar/ TW / Teropong 13 10 3,8 7
8. Cabai Keriting 3 4 3,5 2
9. Cabai Rawit 49 38 30,8 38
10. Jamur (Group) 0] 0] 0 0]
11. Jamur Lainnya 0 0 0 0
12. Jamur Merang 0 0 0 0
13. Jamur Tiram 0 0 0 0
14. Kacang Merah 6 13 28,3 14
15. Kacang Panjang 9 14 32,1 12
16. Kangkung 0 0 0 0
17. Kembang Kol 0] 0 0 0]
18. Kentang 0 0 0 0
19. Kubis 1 5 8,2 6
20. Labu Kuning/Waluh 0 1 54 1
21. Labu Siam 7 10 20 10
22. Lobak 0 (0] 0 0]
23. Melon 23 15 41 29
24. Mentimun 4 4 9 10
25. Paprika 0 0 0 0]
26. Petsai/Sawi 12 11 22,2 12
27. Semangka 10 14 19,1 15
28. Stroberi 0 0 0 0
29. Terung 8 3 7 2
30. Tomat 0 1 0 0
31. Wortel 0 0 0 0]
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, 2026
Tabel 11.57
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis
Tanaman (Kuintal) di Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025
Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025
Sayuran
1. Bawang Daun 40 15 35 10
2. Bawang Merah 0 5 0 0
3. Bawang Putih 0 0 0 0
4. Bayam 850 700 1.409,40 1.550,00
5. Buncis 0 0 252 0
6. Cabai Besar (Group) 2.240,00 3.600,00 401 290
7. Cabai Besar/ TW / Teropong 1.840,00 2.560,00 210 270
8. Cabai Keriting 400 1.040,00 191 20
9. Cabai Rawit 9.200,00 9.920,00 2.029,40 2.369,00
10. Jamur (Group) 0 0 0 0
11. Jamur Lainnya 0 0 0 0
12. Jamur Merang 0 0 0 0
13. Jamur Tiram 0 0 0 0
14. Kacang Merah 99 270 722,8 360
15. Kacang Panjang 1.500,00 2.718,00 4.997,00 4.665,00
16. Kangkung 0 0 0 0
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Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025
17. Kembang Kol 0 0 0 0
18. Kentang 0 0 0 0
19. Kubis 300 3.000,00 3.801,00 3.600,00
20. Labu Kuning/Waluh 0 200 508 200
21. Labu Siam 1.200,00 2.300,00 2.815,50 2.600,00
22. Lobak 0 0 0 0
23. Melon 4.370,00 2.850,00 4.720,00 5.510,00
24. Mentimun 800 800 920 2.000,00
25. Paprika 0 0 0 0
26. Petsai/Sawi 4.800,00 4.600,00 7.023,90 7.400,00
27. Semangka 3.800,00 6.200,00 8.430,00 8.800,00
28. Stroberi 0 15 0 0]
29. Terung 40 5 35 10
30. Tomat 0 0 0 0
31. Wortel 0 700 0 0

Sumber : Dinas Pertanian, 2026
Tabel 11.58

Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (ha) di
Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025

Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025
Tanaman Tahunan
1. Karet 2.218,70 259,31 1.606,90 118,6
2. Kelapa Sawit 1.707,40 2.884,65 3.084,70 3.118,3
3. Kopi 554,40 501,0 413,70 19,1
4. Kakao 506,20 450,00 481,20 283
5. Lada 137,25 11,8 124,03 13,98
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, 2026
Tabel 11.59
Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman (Ton) di
Kabupaten Malinau Tahun 2022-2025
Jenis Tanaman 2022 2023 2024 2025
Tanaman Tahunan
1. Karet 256,20 955 645,96 646,0
2. Kelapa Sawit 4.208,30 4.717,30 4.780,5 4.788,0
3. Kopi 83,90 38,30 45,00 45,50
4. Kakao 61,38 68,10 45,10 46,10
5. Lada 10 11,79 11,84 11,90

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, 2026

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Malinau terus diutamakan
dalam pembangunan perekonomian daerah, sejalan dengan prioritas RPIJMD
2025-2029 melalui program Pertanian Sehat (PESAT). Pendekatan ini mendorong
pertumbuhan ekonomi tinggi sambil menjaga keberlanjutan daya dukung
lingkungan, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang
menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Malinau
mengalami fluktuasi pada 2021 (pertumbuhan 2,7 persen) dan 2022 (1,76
persen) akibat dampak pandemi COVID-19 serta wabah ternak babi, dengan
kontribusi PDRB menurun dari 11,00 persen menjadi 8,40 persen. Pemulihan
terjadi pada 2023 dengan pertumbuhan 2,14 persen dan kontribusi 8,51 persen,
menguat pada 2024 menjadi 3,8 persen (kontribusi 9,32 persen), serta stabil
pada 2025 dengan pertumbuhan 2,07 persen dan kontribusi 9,37 persen,
menandakan ketahanan ekonomi lokal yang semakin menguat.
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Pembangunan berkelanjutan ini menjaga keseimbangan pemanfaatan
sumber daya alam dan pelestariannya melalui praktik agroforestry, sertifikasi
berkelanjutan, serta integrasi dengan transformasi digital SAGET untuk
monitoring lingkungan real-time di 109 desa, sehingga mendukung ekonomi
inklusif bagi masyarakat adat.

Tabel 11.60
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
Lapangan Usaha 2021 2022 2023 2024* 2025**

Pertumbuhan Ekonomi
Kategori Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan
(%)

Kontribusi PDRB Kategori
Pertanian, Kehutanan dan 11,00 8,40 8,51 9,32 9,37
Perikanan (%)

2,7 1,76 2,14 3,8 2,07

Sumber: Malinau Dalam Angka 2026
*angka sementara ** angka sangat sementara

Dalam kerangka ekonomi biru, Kabupaten Malinau perlu memperkuat
strategi konservasi sungai-sungai di Malinau sebagai sumber daya perairan
utama yang mendukung budidaya ikan air tawar seperti patin dan nila, sejalan
dengan program Pertanian Sehat (PESAT) dalam RPJIJMD 2025-2029. Strategi ini
mencakup penetapan kawasan perlindungan habitat ikan lokal di hulu Sungai
Kayan, pembatasan aktivitas tambang liar dan pencemaran yang merusak
kualitas air, serta rehabilitasi ekosistem bantaran sungai melalui penanaman
vegetasi riparian di 109 desa.

Penguatan peran masyarakat adat Dayak melalui edukasi pengelolaan
berkelanjutan dan pelibatan dalam patroli sungai menjadi langkah krusial,
didukung monitoring digital via SAGET Dinas Komunikasi dan Informatika untuk
deteksi dini ancaman degradasi. Integrasi dengan ekowisata sungai berbasis
komunitas-like tubing tradisional dan wisata budidaya ikanftidak hanya
melestarikan lingkungan tetapi juga menciptakan pendapatan alternatif bagi
warga Desa Mara | dan sekitarnya.

Pendekatan ini memperkokoh sektor perikanan dalam ketahanan pangan,
dengan kontribusi stabil 0,28 persen terhadap PDRB 2025, sekaligus menjadi
model ekonomi biru berkelanjutan di Kalimantan Utara yang inklusif bagi
masyarakat lokal.

(2) Perindustrian dan Perdagangan

Dalam rangka perwujudan akselerasi pembangunan ekonomi di daerah
adalah dengan menciptakan kinerja ekonomi berbasis hilirisasi, khususnya pada
hilirisasi potensi unggulan daerah. Hilirisasi merupakan suatu proses
pengolahan suatu barang untuk meningkatkan nilai tambah sehingga lebih
bernilai jual. Tujuan akhir dari hilirisasi adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dimana terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Namun pada
prosesnya, terjadi penurunan PDRB industri pengolahan dari 2,44 persen pada
tahun 2021 menjadi 2,12 persen pada tahun 2025 yang memperlihatkan adanya
penurunan daya saing sektor tersebut dalam struktur ekonomi Kabupaten
Malinau. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi tetap dijaga sehingga masih ada
peluang untuk akselerasi sektor hilirasi dalam mewujudkan pembangunan yang
inklusif dan berdaya saing.
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Berdasarkan hasil pencacahan Updating Data Potensi Desa tahun 2022, di
Malinau terdapat 1 Kelompok Pertokoan, 13 Pasar dengan bangunan permanen,
20 Pasar dengan bangunan semi permanen, 5 Pasar tanpa bangunan semi
permanen, 7 Swalayan, 91 Warung Kelontong, 6 Restoran dan 32 Kedai
Makanan. Dari jumlah tersebut terjadi beberapa penurunan seperti jumlah
minimarket dan toko dari tahun sebelumnya.

Tantangan kedepan yakni meningkatan penyediaan sarana dan prasarana
perdagangan yang representatif, mudah diakses serta kemudahan dalam
perizinan guna meningkatkan kontribusi sektor pajak daerah dan Ilaju
pertumbuhan ekonomi.

Tabel 11.61
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya
di Kabupaten Malinau Tahun 2025

Jenis Sarana Perdagangan 2025
Kelompok Pertokoan 1
Pasar dengan Bangunan Permanen 12
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen 20
Pasar Tanpa Bangunan Semi permanen 3
Minimarket/swalayan 45
Toko/Warung Kelontong 1296
Restoran/Rumah Makan 28
Warung/Kedai Makanan 517

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

2.1.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Perencanaan

Sebuah pembangunan akan terarah dan teadu jika memiliki dokumen
perencanaan pembangunan secara komprehensif. dokumen ini menjadi salah
satu penentu keberhasilan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah
mendasarkan pada peraturan perundangan yang memberikan pengaturan
secara jelas. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya
menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian lebih teerinci dijabarkan melalui
Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tantang tata cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah.

Berkaitan dengan strategisnya penyusunan dokumen perencanaan tersebut
dalam pembangunan daerah maka perlu sebuah sistem perencanaan yang baik
yang disusun berdasarkan pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif,
pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawa-atas (top down dan
bottom up). Di Kabupaten Malinau Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundangan-undangan telah
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disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala
Daerah (Perkada).

Pada tahun 2024, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malinau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 202562045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Malinau merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang memuat arah kebijakan dan visi pembangunan jangka panjang
untuk periode 20 tahun, yaitu tahun 202582045. Dokumen ini menjadi pedoman
utama bagi perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan
(RKPD), serta menjadi acuan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat,
dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini, RPIJMD Kabupaten
Malinau Tahun 2025382029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2025 setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah
Kabupaten Malinau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau
Tahun 202582029 merupakan dokumen perencanaaan lima tahunan yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program
prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi penjabaran dari visi jangka
panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Malinau 202562045, sekaligus
menjadi instrumen operasional dalam menjawab berbagai tantangan dan
dinamika pembangunan daerah di periode pemerintahan kepala daerah teilih.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Malinau sedang menyusun dokumen
Tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun
2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2026. Dokumen RKPD merupakan dokumen yang setiap tahunnya
disusun lebih teerinci untuk mencapai target-target indikator daerah yang
termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tolak ukur
kKinerja urusan perencanaan diukur dengan capaian SAKIP Kabupaten Malinau
Tahun 2025 dari Komponen Perencanaan dengan capaian 26,30 dari bobot target
30 dan Komponen Pengukuran Kinerja dengan capaian 18,77 dari bobot target
30.

2. Keuangan

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan
pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan. Menurut UndangZUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2025, secara berturutiturut
selama 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau selalu
mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diberikan
dengan kriteria sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak terdapat
salah saji yang material atas posipos laporan keuangan, sehingga secara
keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan informasi secara wajar sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian ini mencerminkan komitmen
daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan
keuangan daerah hingga LKPD Tahun Anggaran 2025.
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Pada kondisi saat ini, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan
dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,
antara lain: dinamika anggaran yang semakin kompleks, tekanan peningkatan
kualitas pelayanan publik dalam konteks fiskal terbatas, serta kebutuhan
percepatan implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi pengelolaan
keuangan. Selain itu, transformasi digital dan pengelolaan APBD yang lebih
responsif terhadap RPJPD dan RPJMD menuntut penguatan sistem
pengendalian internal serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan,
pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah
menyelaraskan kebijakan pengelolaan keuangan dengan arah reformasi yang
tertuang dalam regulasi-regulasi terkait percepatan reformasi birokrasi,
peningkatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pengelolaan keuangan
negara dan daerah. InpresZinpres ini menekankan pentingnya penguatan tata
kelola, penyederhanaan proses, peningkatan integrasi sistem informasi
keuangan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal. Dengan
demikian, capaian WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi fondasi yang
kuat untuk melanjutkan upaya penguatan tata kelola keuangan daerah,
sekaligus menjadikan kebijakanZkebijakan Inpres sebagai acuan strategis dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan
Kabupaten Malinau di masa mendatang.

3. Kepegawaian

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam meningkatkan
pengembangan Sumber Daya Manusia adalah melalui programiprogram
unggulan daerah, seperti Desa Sarjana, yakni memberikan peluang bagi
putraZputri terbaik daerah menurut wilayah kecamatan dan desa untuk
diberikan bantuan beasiswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi. Kemudian pada sisi kepegawaian, maka Pemerintah Kabupaten
Malinau juga memberikan dukungan kepada Aparatur Sipil Negara yang berada
di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan izin belajar dengan
beasiswa yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Kalimantan
Utara dan di luar Kalimantan Utara, sehingga ASN dapat melanjutkan
pendidikan lanjutan tanpa harus menghentikan tugas pelayanan.

Upaya penguatan kualitas SDM ASN tersebut terlihat dari perkembangan
komposisi pendidikan aparatur. Jumlah ASN yang beendidikan S-1 masih
mendominasi, hal ini menunjukkan terdapat tren peningkatan yang signifikan
pada kelompok DiZIV/Si1, yang berarti semakin banyak ASN yang menyelesaikan
pendidikan setara sarjana. Selain itu, jumlah ASN beendidikan SzZ2 juga mulai
bertambah, meskipun masih dalam proporsi yang lebih kecil, namun arahnya
sudah menunjukkan ke arah pembentukan kader pemimpin dan pelaksana yang
memiliki kapasitas akademik dan kemampuan analitis yang lebih kuat.

Dengan komposisi pendidikan demikian, Pemerintah Kabupaten Malinau
menunjukkan komitmen bahwa peningkatan kualitas pendidikan ASN bukan
hanya berhenti pada jenjang dasar dan menengah, tetapi terus dikembangkan
hingga tingkat sarjana dan pascasarjana, sesuai dengan kebutuhan reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program kuliah dan
beasiswa bagi ASN diharapkan dapat terus diperluas, sehingga kualitas
perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program
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pembangunan daerah semakin berbasis pada pengetahuan dan kompetensi yang
memadai. PNS Kabupaten Malinau saat ini di dominasi dengan pendidikan
terakhir S1/Sarjana sebanyak 1.462 orang dan S2/Pascasarjana sebanyak 476

orang. Kemudian berdasarkan golongan didominasi Golongan IV dan IlI.

Tabel 11.62

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2025

. L 2025
Tingkat Pendidikan - -
Laki-Laki Perempuan Jumlah

Sekolah Dasar (SD) 10 1 11
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 3 17
Sekolah Menengah Atas (SMA) 326 166 492
Diploma I/Akta | 1 2 3
Diploma I1/Akta Il 10 9 19
Diploma Il1/Akta Il 102 328 430
Diploma IV/Akta IV 69 49 118
S1/Sarjana 701 761 1.462
S2/Pascasarjana 291 185 476
S3/Doktor/Ph.D 8 1 9

Jumlah 1.532 1.505 3.037

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026

Tabel 11.63

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2025

2025
Pangkat/Golongan/Ruang Laki-Laki Perempuan Jumlah
Golongan | 10 2 12
Golongan 11 183 102 285
Golongan 11 1.065 1.183 2.248
Golongan IV 274 218 492
Jumlah 1.532 1.505 3.037

Sumber : Malinau Dalam Angka 2026 Data diolah

4. Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan fasilitasi kepada pemerintah terkait penerapan inovasi daerah
dapat dilihat dari jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan oleh suatu
pemerintah. Semakin banyak kebijakan inovasi yang dapat diterapkan
menunjukkan bahwa fasilitasi yang diberikan tepat dan berdampak, namun
apabila yang terjadi sebaliknya maka perlu adanya evaluasi dan perbaikan
kebijakan. Data terkait jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan saat ini belum
tersedia secara rinci, sehingga belum memungkinkan untuk menghitung capaian
secara kuantitatif.

Inovasi daerah yang dilakukan tidak terlepas dari adanya kajian
pendahuluan terlebih dahulu mengenai potensi dan peluang suatu daerah.
Kajian yang dilakukan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek dan
sudut pandang, sehingga tidak jarang terdapat banyak kajian yang dilakukan
dan berulang setiap tahunnya. Data terkait ketersediaan dokumen hasil kajian
saat ini belum tersedia secara teadu, sehingga diperlukan pengarsipan yang lebih
rapi agar kajian tersebut dapat menjadi pembelajaran dan dasar perencanaan di
masa yang akan datang. Penelitian dan kajian juga akan lebih baik dilakukan
secara berkala, terutama pada topikitopik penting serta isuZisu strategis, agar
tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dapat segera
diidentifikasi dan diselesaikan.
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Adapun pencapaian inovasi di Kabupaten Malinau terus mengalami
kenaikan hingga pada tahun 2025. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malinau
tahun 2025 mencapai 58,21, dengan kategori olnovatifé, menunjukkan kenaikan
yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 25,39.
Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah yang lebih konsisten
dalam mendorong budaya inovasi, baik melalui programZprogram unggulan,
penguatan SDM, maupun pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

Grafik 11.19
Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025
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Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2021-2025

Peningkatan di setiap tahun, termasuk pada tahun 2025, menjadi
pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus mendorong inovasi
dalam pembangunan daerah, sekaligus menunjukkan bahwa arah kebijakan
inovasi yang ditempuh sudah tepat. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah
memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam merancang inovasi, serta
kemampuan menciptakan dan menyebarluaskan berbagai inovasi yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat, baik melalui
programZprogram unggulan maupun inisiatifZinisiatif sektoral.

Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada aspek
pelayanan publik maupun pelayanan internal, terus diupayakan sebagai bagian
dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif.
Capaian terakhir Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Malinau tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan, meskipun
masih berada di bawah standar kategori 0Baiké yang menjadi target minimal di
tingkat provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa implementasi inovasi digital
sudah berjalan namun perlu diperkuat dan diperluas secara sistematis agar
sejalan dengan capaian daerah lain di Kalimantan Utara.

Untuk mendukung perbaikan ini, Pemerintah Kabupaten Malinau telah
mengintegrasikan digitalisasi ke dalam program inovasi dan program unggulan
tahun 2025, seperti Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian
Sehat (Pesat), Smart Government (Saget), dan Millennial Mandiri. Program Smart
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Government (Saget) diwujudkan melalui pengembangan ekosistem digital,
termasuk portal satu data Malinau.

Salah satu upaya strategis tahun 2025 adalah perluasan akses internet ke
wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan melalui penggunaan perangkat
satelit Starlink, yang dipasang di 11 kecamatan daerah noniperkotaan dan 78
kantor desa di Kabupaten Malinau. Pemasangan Starlink di kantor desa ini
dijadikan titik pusat koneksi digital untuk pelayanan publik, pendidikan,
kesehatan, dan administrasi pemerintahan desa, terutama di wilayah yang
selama ini minim atau blankspot konektivitas.

Pengembangan program digital ini juga memperhatikan koordinasi teknis
dengan instansi provinsi dan pihak ketiga, serta penguatan kapasitas SDM di
bidang teknologi informasi, pemantauan berkelanjutan, dan mitigasi risiko
keamanan siber, sehingga perbaikan nilai SPBE dapat menjadi landasan bagi
percepatan transformasi digital. Dengan demikian, program Starlink tidak hanya
menjawab tantangan keterbatasan jaringan di desaldesa pelosok, tetapi juga
menjadi bagian integral dari Smart Government, sehingga pelayanan publik
berbasis digital di Kabupaten Malinau menjadi lebih mudah diakses, cepat,
aman, dan akuntabel, terutama di wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan inovasi daerah masih terdapat
beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian pada Tahun 2027.
Tantangan tersebut antara lain : Masih perlunya peningkatan kapasitas sumber
daya manusia aparatur dalam pengembangan inovasi, budaya kerja inovatif pada
sebagian perangkat daerah masih perlu diperkuat, Belum optimalnya
dokumentasi, pelaporan inovasi sehingga menyebabkan hasil dan manfaat
inovasi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengembangan dan
perbaikan inovasi ke depan, dan keterbatasan anggaran dan sarana pendukung
menjadi tantangan dalam pengembangan serta penguatan inovasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut arah kebijakan inovasi daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2027 diarahkan pada Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan
kompetensi dalam pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi,
Penguatan budaya kerja inovatif, kreatif, dan adaptif pada seluruh perangkat
daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Peningkatan
dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi inovasi daerah sebagai dasar
pengembangan, perbaikan, dan Kkeberlanjutan inovasi dengan disertai
pengembangan inovasi yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan
ekonomi masyarakat serta Peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan
pendanaan untuk mendukung pengembangan dan penguatan inovasi daerah
secara berkelanjutan. Beberapa inovasi layanan yang telah dikembangkan
Pemerintah Kabupaten Malinau beserta perangkat daerah pengampu :

Tabel 11.64
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Malinau Tahun 2025

No. Perangkat Daerah Nama Inovasi
Optimalisasi Sistem Informasi Jadwal Protokoler
Bagian Protokol Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Pada Bagian
1. Komunikasi Pimpinan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat

Daerah Kabupaten Malinau
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No. Perangkat Daerah Nama Inovasi
Dinas Kepemudaan dan Strategi Peningkatan Aksesbilitas Olahraga Bagi
2. Olahraga Disabilitas
. Optimalisasi Kualitas Distribusi Dokumentasi
3. Eggﬁlizii?stiogior:ﬁ[)iign Pimpinan Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi
p Pimpinan (OPSI DOKPIM)
Dinas Komunikasi Dan Sarana Layanan Media Digital "Sandi Digital”
4. Informatika Y 9 9
Transformasi Digital Pelayanan Kesehatan Di Rsud
5. RSUD Malinau
6. Kantor Camat Malinau Barat Sistem Peningkatan Disiplin Asn (Si-Pedes)
7. Kantor Camat Malinau Utara Sapa Malam
Dinas Kesehatan,
8. Pengendalian Penduduk Dan Taruna Intimung
Keluarga Berencana
Pelaporan Digitalisasi Indikator Kinerja Utama Di
9. Bappeda Dan Litbang Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau
(GITARKU)
10 Babpeda Dan Litban Sistem Informasi Pendataan, Monitoring, Dan
’ PP 9 Evaluasi (Si PELANGI)
Transparansi Informasi Publik Kecamatan
11. Kantor Camat Mentarang
Mentarang
12. Dinas Perikanan Domestik Ikan Lokal Kabupaten Malinau
Optimalisasi Data Kepegawaian Dengan Aplikasi
13. Dinas Perikanan b . bed 9 P
S.Id (Sea Drive)
14 Badan Kesatuan Bangsa Dan Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Konflik
" | Politik Sosial
i Optimalisasi Layanan Kenaikan Pangkat Pns
Badan Kepegawaian, Melalui Pemb Kan A | BKPP
15. Pendidikan Dan Pelatihan elalur Pembentukan Approva
Kab.Malinau(SIKENPA BENTUK OVAL)
Badan Kepegawaian, . L .
16. . . Sistem Dokumentasi Digital Tugas Belajar
Pendidikan Dan Pelatihan
17 Kantor Camat Malinau Pengendalian Data Penyusunan Laporan SAKIP
’ Selatan Hulu Melalui Pemanfaatan Digitalisasi.
. Peningkatan Kualitas Agenda Pimpinan Melalui
18. Sekretariat Dewan
Pemanfaatan Layanan Google Calender
Dinas Pemberdayaan Integrasi Sistem Pengelolaqn Data dan Informasi
19. Penyelenggaraan Desa Sarjana Unggul
Masyarakat Dan Desa (INSPIRASI GAUL)
Dinas Pemberdayaan S . .
20 Masyarakat Dan Desa Destilasi Pestisida Nabati (Despesnab)
21 Dinas Pemberdayaan Roda Apung Hand Tractor Solusi Lahan Rawa
) Masyarakat Dan Desa (RAPTOR)
22, Kantor Camat Sungai Tubu Sistem I?elaporan Posyandu Kecamatan Sungai
Tubu (Sipandu KESITU)
23 Kantor Camat Sungai Tubu Penggunaan Link S.ld Dalam Meningkatkan

Akurasi Dan Efisiensi Pelaporan Keuangan
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No. Perangkat Daerah Nama Inovasi
. Sistem Informasi Administrasi Perijinan Kecamatan
24. Kantor Camat Sungai Tubu Sungai Tubu (SIAP KESITU)
25. Kantor Camat Sungai Tubu Malinau Bisa
26. Dinas Kep_erjndudukan Dan Sistem Informasi Administrasi
Catatan Sipil
>7 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Perkawinan Bekerjasama Dengan
’ Catatan Sipil Pengelola Rumah Ibadah (PANCARAN KASIH)
28. Dinas Kep_er_ldudukan Dan Inovasi Sharing Database Kependudukan
Catatan Sipil
29 Dinas Kependudukan Dan Penerbitan dan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak ( SI
’ Catatan Sipil INTAN)
. . Strategi Fasilitasi Penyediaan Lapangan Pekerjaan
30. Dinas Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan (S| LAPER
Optimalisasi Pemanfaatan Data Base Perkebunan
31. Dinas Pertanian Berbasis Spasial Pada Dinas Pertanian
Kabupaten Malinau (Sipeta Parsial )
32 Badan Pengelola Perbatasan Optimalisasi Koordinasi, Integrasi Dan
’ Daerah Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Strategi Peningkatan Literasi Melalui Kolaborasi
33. Eég?; Pael;pustakaan Dan Pentahelix Di Perpustakaan Dinas Perpustakaan
p Dan Kearsipan Kabupaten Malinau
34. Bagian Kesejahteraan Rakyat Optimalisasi Bantuan Hibah
35. Bagian Hukum Pembentukan Pos Bantuan Hukum
Dinas Penanaman Modal Dan - .
36. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Klinik Pelayanan Perizinan
37 Dinas Penanaman Modal Dan Layanan Perizinan Keliling Dokumen Elektronik Satu
’ Pelayanan 